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PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 44 /HK/437.12/2023
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara

Mengingat

efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen
perencanaan pembangunan daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam
rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah perlu disusun rancangan Keputusan Kepala
Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana

Kerja Perangkat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2024,

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;



-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

.

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Gresik;

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik
Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Januodi Bs

BUPATI GRESIK,

\.

AD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 49 /HK/437.12/2023
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2024

NO.

JABATAN
DALAM TIM

JABATAN POKOK

RINCIAN TUGAS

Ketua

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gresik.

a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim
Penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
dan

b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim
dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024.




Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;

JABATAN
NO. JABATAN POKOK RINCIAN TUGAS
DALAM TIM
- Sekretaris Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan | a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten mengawasi dan memantau keseluruhan
Gresik. kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan
oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2024,
b. membantu Ketua Tim dalam memberikan
arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun
Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024; dan
c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil
pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-
PD) Tahun 2024 kepada Ketua Tim.
3. Kelompok Kerja I
Perumusan Rencana Kerja
di bidang Penanaman
Modal I
a. Ketua SANTI WAHYU LESTARI, S.PI., M.AP., Analis | a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan
Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal,;
Satu Pintu Kabupaten Gresik. b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di
b. Anggota 1) HADI SISWANTO, S.T., M.T., Analis bidang Penanaman Modal,;
Kebijakan Ahli Muda pada Dinas| c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting
Penanaman Modal dan Pelayanan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang

Penanaman Modal;




Muda pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gresik;

JABATAN
NO. JABATAN POKOK RINCIAN TUGAS
DALAM TIM
2) ACHMAD WELLI SANTOSO, S.Sos., | d)melakukan review terhadap Rancangan Awal
Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas RKPD di bidang Penanaman Modal;
Penanaman Modal dan Pelayanan | e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; Kegiatan Masyarakat di bidang Penanaman
dan Modal; dan
3) KARTIKO PUNGKI FAUSA, S.Pi., Penata | f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan
Perizinan Ahli Muda pada Dinas Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Penanaman Modal dan Pelayanan Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan di
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. bidang Penanaman Modal.
4. Kelompok Kerja II
Perumusan Rencana Kerja
di bidang Penanaman
Modal II
a. Ketua MEI RISNAWATI, S.T., Penata Perizinan | a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan
Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penanaman Modal;
Gresik. b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di
b. Anggota 1) SAIDAH ROCHMAH, Penata Perizinan Ahli bidang Penanaman Modal;

c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang

Penanaman Modal;




NO. Hee S JABATAN POKOK RINCIAN TUGAS
DALAM TIM
2) WULAN YULISTYA L, S.T., Analis| d)melakukan review terhadap Rancangan Awal
Kebijjakan Ahli Muda pada Dinas RKPD di bidang Penanaman Modal;
Penanaman Modal dan Pelayanan | e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; Kegiatan Masyarakat di bidang Penanaman
dan Modal; dan
3) MUJIONO, S.S., Analis Kebijakan Ahli | f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan
Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan di
Gresik. bidang Penanaman Modal.
S. Kelompok Kerja 111

Perumusan Rencana Kerja
di bidang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu I

a. Ketua

b. Anggota:

FAUZI BUDI SETIAWAN, S.T., M.,T., Penata
Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Gresik.

1)

MOHAMMAD FAKHRUL ROZY, S.Kom.,
Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas
Modal
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;

Penanaman dan  Pelayanan

a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di
bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;




JABATAN
NO. JABATAN POKOK RINCIAN TUGAS
DALAM TIM
2) YUFI ISLAMIYAH, S.E., Penata Perizinan | d) melakukan review terhadap Rancangan Awal
Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal RKPD di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu| e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan
Kabupaten Gresik; dan Kegiatan Masyarakat di bidang Pelayanan
3) KASMURI, S.Pd., Penata Perizinan Ahli Terpadu Satu Pintu; dan
Muda pada Dinas Penanaman Modal dan | f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Gresik. Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan di
bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kelompok Kerja IV

Perumusan Rencana Kerja
di  bidang
Terpadu Satu Pintu II

Pelayanan

a. Ketua

b. Anggota

AGUSTYA HENNY S, SS., Penata Perizinan
Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Gresik.

1) RESTU BUDIYONO, S.PT,,

Penata
Perizinan Ahli Muda pada Dinas
Modal dan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;

Penanaman Pelayanan

dan

a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di
bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;




JABATAN
NO. JABATAN POKOK RINCIAN TUGAS
DALAM TIM
2) MOHAMMAD AINUL MUBARAK, S.Sos., | d) melakukan review terhadap Rancangan Awal
Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas RKPD di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Penanaman Modal dan Pelayanan | e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Kegiatan Masyarakat di bidang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; dan
f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan di
bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
T, Kelompok Kerja L4

Perumusan Rencana Kerja
Lintas Sektoral

a. Ketua

b. Anggota

Perencana Ahli Muda pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Gresik.

Analis dan Pengolah data pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Gresik.

1) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas
Sektoral;

2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup
Lintas Sektoral;

3) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas
Sektoral;




< T =

NO.

JABATAN
DALAM TIM

JABATAN POKOK

RINCIAN TUGAS

4) melakukan review terhadap Rancangan Awal
RKPD lingkup Lintas Sektoral,

5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral;
dan

6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan

lingkup Lintas Sektoral.

Kelompok Kerja

Perumusan Rencana Kerja

Sekretariat
a. Ketua
b. Anggota

VI

Perencana Ahli Muda pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Gresik.

1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;

dan

a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup
Sekretariat;

b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup
Sekretariat;

c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat;




= 1 o

NO.

JABATAN
DALAM TIM

JABATAN POKOK

RINCIAN TUGAS

2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

d) melakukan review terhadap Rancangan Awal
RKPD lingkup Sekretariat;

e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan

f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan

lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,

FANDI AKFIMAD YANI




KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik
Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun
dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024
merupakan dasar atau pedoman bagi rencana kerja tahun ketiga atas
pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Gresik Tahun 2021-2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta menjadi acuan dan pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik
Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik
Tahun 2024 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
direncanakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Forum OPD) atau Gabungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini mengakomodasi amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-
baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen
rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya
korektif dari semua pihak senantiasa diharapkan demi penyempurnaan Rencana
Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada masa yang

akan datang khususnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gresik,
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

AGUNG ENDRO DWI SETYO UTOMO,S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat |
NIP. 19760305 199511 1001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Gresik perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan
daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan
keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) integrasi
perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
untuk 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan
jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Atau dengan kata lain,
Rencana Kerja DPMPTSP yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP
Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik untuk periode 1 (satu)
tahun yaitu tahun 2024.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, didasarkan pada tugas dan fungsi
masing-masing bidang dan bagian di lingkup Dinas Penanaman Modal dan
PTSP, serta melalui proses mekanisme Perencanaan Pembangunan
Daerah dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up).
Kedua mekanisme tersebut dilakukan melalui Kegiatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan dan forum OPD Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Gresik. Berikut disajikan tabel keterkaitan antara Renja
DPMPTSP dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan

Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten/Kota:

e e 775 e



KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA, RENJA K/L

DAN RENJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Tabel 1)
Dipedomani Pedomjan
RENSTRA KL »| RENJA KL =
em.
Wt
Drpedoman¢ Diacu Pusat
RPJP NAS Dlpedomarm RPJM NAS | Dijabarkgﬂl RKP
! : 4
E Diacu Diperhatikan : Diserasikan melalui |
' ‘ Musrenbang ':
v v ;
RPJPD Drgedomam RPJMD Dijabarkan RKPD
Dipedomani l Diacu L S D’:z?;h
RENSTRA | piped RENJA
SKPD ipe omanl SKPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2023 adalah:

&
2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja
OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu
kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi
Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah;
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10.

11

12,

13.

14.

15.

16.

it

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembanguan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2020;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Kabupaten Gresik;

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional
dan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan
Penanaman Modal dan Perizinan;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2023;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023,;

Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Gresik Nomor : 050/03/437.74/2022 tentang Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten

Gresik Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan

tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah

atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Gresik tahun 2021 — 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Gresik tahun 2024 adalah :
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Menjabarkan arahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik tahun 2021 — 2026 kedalam Rencana Kerja yang
dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2024.
Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik
dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik mengacu pada
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik
tahun 2024 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Gresik.

Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2024
dan DPA OPD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten

Gresik Tahun 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1.

Pada Bab | berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Perangkat daerah agar substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat
Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota,
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.  Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah,
serta pedoman yang dijaduikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
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1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan renja perangkat daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen
Pada Bab Il berisi uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada
hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi
APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Bab ini terdiri dari:
evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat daerah, Isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review
terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat.
Pada Bab Il berisi uraian telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan
dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.
Bab IV menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
Bab V berisikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah
pelaksanaan, rencana tindak lanjut.
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BAB Il
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun

2022 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana

Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022.

Pencapaian kinerja terhadap program/kegiatan/subkegiatan dan

pendapatan dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan dan Belanja

Anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten  Gresik tahun 2022  direncanakan  sebesar
Rp. 14.492.610.495- vyang terdii dari Belanja Operasi
Rp. 14.489.830.495,- dan Belanja Modal Rp. 2.780.000,- sedangkan
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 adalah sebesar
Rp. 12.607.558.072,51,- (87,01%) dan Belanja Modal sebesar
Rp. 2.780.000,- (100%) dari rencana. Dengan demikian, jika
Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.
57.269.497.375,- maka terjadi surplus sebesar Rp.
44.659.159.302,49,- (lihat pada tabel berikut ini) :

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Tabel 2)

Kode Jumlah Realisasi Realisasi
Rekening SRS Anggaran 2021 * 2020

1 - PENDAPATAN | 131.678.150.000,00 | 57.269.497.375,00 4349  37.440.915.825,00

K] | PENDAPATAN  ASLI |  131.678.150.000,00  57.269.497.375,00 & 43.49 | 37.440.915.825,00
| DAERAH (PAD)

112 Pendapatan  Retribusi | 131678.150.000,00 | 57.063.234.756,00 | 4334 3727342914300
Daerah | E

114 | Lain-lain PAD yang sah | 0,00 | 20626261900 | 000 = 167.486.682,00

2 {EELANR T 14.492.610.495,00 T 12.610.338.072,51 87,11  10.997.553.628,00

29 ﬁ*f“;”é'iﬁﬁ.ﬁ OPERASI | 14.489.830.495,00 | 12.607.558.072,51 " 87.01  10.685.946.628,00

—— SE=— SIS n— . = T S S — e
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T "";"“ééi’aﬁj Pegawai | 7.635.001.000,00 | 7.058.519.504,00 | 9245 - 6.999.784.965,00

21.2 | Belanja Barang dan | 6.854.829.495,00 | 5.549.038.568,51 80,95 | 3.686.161.663,00
i Jasa § ? | ?

T BELANJA MODAL SO, 2’.780.000,60"’5"' ~ 2.780.000 100,00 ~ 311.607.000,00

222 | Belanja Modal Peralatan | 7278000000 2.780.000,00 100,00 T 290.457.000,00
dan Mesin |

224, | Belanja Modal Jalan, o000 000 000 | 4950.000,00
Irigasi dan Jaringan ‘

225 | Belanja Modal Aset 000 000 000 ~ | 16.200.000,00
' Tetap Lainnya | |
| TOTAL BELANJA DAN  14.492.610.49500 12.610.338.072,51 87,11 | 10.997.553.628,00

| TRANSFER
e ”V;"" SURPLUS/(DEFISIT) 117.185.539.505,00  44.659.159.30249 38,11  26.443.362.197,00

Alokasi Anggaran Belanja Langsung yang diselenggarakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022
dalam rangka melaksanakan 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai adalah

sebesar Rp.3.918.479.158,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
GUNA PENCAPAIAN SASARAN
(Tabel 3)
TARGET

SASARAN KEUANGAN REALISASI 2021
2022 (Rp)
"1 Meningkatnya angka 1.609.147.008,00  1.531.385.024,00 95,17
| investasi

| 2 Meningkatnya ~ 2.309.332.15000  1.246.152.870,00 5396

kualitas pelayanan
perizinan
' TOTAL  3.918.479.158,00 2.777.537.894,00 70,88 |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja
keuangan antara rencana dan realisasi dari 2 (dua) sasaran yang terdiri dari
34 (tiga puluh empat) subkegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kabupaten Gresik adalah sebesar 87,01 %.
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Sedangkan untuk program kegiatan pendukung yang bersifat rutin
berada di sekretariat. Target keuangan kegiatan dimaksud sebesar

Rp. 10.574.131.337 (termasuk gaji dan tunjangan) dan teralisasi sebesar
Rp. 9.832.800.178,51 atau 92,98 %.
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Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peranngkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Gresik

Tabel 2.1 (T-C.29)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

SKPD

e et 757 e

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Kegiatan Tahun 2022 Program dan Target Renstra DPMPTSP s/d
cansas; Kegiatan Tahun 2023
Target Renja PD
3 Target Kinerja Hasil Tah } 1)
UfusarlIBldang Urusan Indikator Kinerja Program Kinerja Program i
Kode Pemariiah Daersh dan (Outcome) / Kegiatan Capaian dan 2089
Program / Kegiatan/ Sub Target Realisasi Tingkat Realisasi ]
: (Output) Program Keluaran : ; el : Tingkat
Kegiatan : Renja PD Renja PD Realisasi Capaian o
Renstra PD | Kegiatan s.d & Capaian
tahun (n-2) Tahun (n-2) (%) Program dan s
Tahun(n-3) - Realisasi
2022 2022 kegiatan s/d
2021 T Target Renstra
ahun (n-1) (%)
2022 %
1 2 3 4 5 6 7 (8)=(7)/(6) 9 10 (11)=(10)/(4)
Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan
| Bdmg Penthamenlotsl | o b o b b -
Program Penunjang g 98%
urusan Pemerintahan Pitoenine hulercepaim 100% 90% 100% 11,11 90% : *
Poaséah sasaran kegiatan
Pl B S B T SRR, SRR IS e T G e B & SR e
Penganggaran,dan Jurmish Inis Corumen | dokumen | jenls 3 jenis 3 jenis - 3 jenis : ;
Evaluasi Kinerja Perangkat p°| dokumen dokumen dokumen dokumen
Badrah pelaporan
Penyusunan Dokumen Jumlah jenis dokumen 8 dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 - -
P _| Daerah | Daerah — — : Se— : o (I ——
Jumlah jenis dokumen
Perencanaan Perangkat 1 dokumen
" ‘ ] N Daerah e
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah jenis dokumen
Laporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja 11 jenis 1 jenis 2 jenis 2 jenis 100 A i
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | dan Ikhtisar Realisasi dokumen dokumen dokumen dokumen




- | Jumiah Laporan Capaian - [ - ) - T
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan 2 laporan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
. | KinerjaSKPD S - e - .
L - Jumlah administrasi
::2;"'::?;;52:?“98" keuangan perangkat dok:l;r!nen 2 dokumen | 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen - -
| erangratBaerah | daerah yang disediakan | dokumen | -
Penyediaan Gaji dan Jumlah gaji ASN DPM i,
Tunjangan ASN PTSP e D Tehme s e g i e
Jumlah orang yang
menerima gaji dan 513:::9’
______ o tunjangan ASN | o - o ]
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Jumlah dokumen Laporan 7
Bulanan/Triwulanan/Semest | Keuangan SKPD 6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 -
Jumlah laporan keuangan
bulanan/ triwulanan/
semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan 12 laporen
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
e |/SKPD L ;
S . 5 Jumlah administrasi
Administrasi Kepegawaian b
Perangkat Daerall’-neg ::;pa:aghawalan perangkat 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket B -
Pendidikan dan Pelatihan ;:::Itiar:‘aﬁ?:g;:i\::i? s
dPegawal Bgrdasarkan Tugas berdasarkan tugas dan 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -
an Fungsi e
=t e ngsi & |
Jumlah pegawai
berdasarkan tugas dan
fungsi yang mengikuti 83 orang
______ T — _Pendidikan dan pelatihan | . - ) e e S
Administrasi Umum Jumlah administrasi 37 sub 7 sub 6 sub 6 sub 100 8 sub ) .
Perangkat Daerah umum perangkat daerah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
e oy By L SRS S B e i
Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan 900 buah 150 buah 150 buah 150 buah 100 - -
| BangunanKantor | bangunangedung | S — . . — : o

 Rencana Kera Dinas Penanaman Wodal & PTSP Takun 2024 —




T

Jumlah paket komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor yang
disediakan

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan
peralatan dan

Kantor

| Penyediaan Bahan Logistik

Jumlah paket peralatan
dan periengkapan kantor

| yang disediakan |
Jumlah jenis bahan logistik

_kantor e S
Jumlah paket bahan
logistic kantor yang

disediakan

_perlengkapan kantor

324 item

18 jenis

54 item

54 item

3 jenis

3 jenis

100

1 paket

100

10 paket

3 paket

dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan

Jumiah jenis bahan

72 jenis

12 jenis

12 jenis

12 jenis

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah paket barang
cetakan dan penggandaan
_yang disediakan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan bahan
peraturan perundang-

| undangan
Jumlah dokumen bahan

bacaan dan peraturan
perundang-undangan

30 jenis

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah fasilitasi kunjungan
tamu

1 kali

| .SKPD

‘Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi

Jumlah laporan
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi
SKPD

390 kali

| Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah jasa penunjang
urusan pemerintah
daerah

18 jasa

3jasa

5 jenis

65 kali

3 jasa

100

65 laporan

3 jasa

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah pengiriman surat
menyurat

780 kali

130 kali

130 kali

130 kali

‘Penyediaan Jasa
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__| Komunikasi, Sumber Daya

Jumlah laporan
penyediaan jasa surat

| menyurat

Jumlah penyediaan jasa |
komunikasi, sumber daya

100

12 laporan

72 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

=R - -

100




Bahiaamiealicdatad

T e v = AT ,.
R Urnlah Ipoién penfédtéan B eI e s e
Jjasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang 15 mporen
4 e el n disediakan i L AR S 2B mn aon e D S
Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah jenis jasa e _ T so
| Umum Kantor pelayanan umum kantor TRioe | Toiel | e | e |18 I I R
Jumlah laporan
penyediaan jasa
pelayanan umum kantor 12 laporan
B | S O— - yang disediakan e b
Pemeliharaan Barang Milik | Jumilah jenis
Daerah Penunjang Urusan | pemeliharaan barang 36 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 6 jenis - -
Pemerintahan Daerah | milik daerah :
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah jasa pemeliharaan 1 kendaraan | 1 kendaraan | 1 kendaraan
Kendaraan Perorangan kendaraan dinas jabatan Sharchara e 3 3
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan REL b A ESR T 2, lesvid
Jumlah kendaraan
perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan 1 unit
yang dipelihara dan
e .| dibayarkan pajaknya — e i |l NG ISP
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah jasa pemeliharaan 78 13 13 13
Pemeliharaan, Pajak, dan kendaraan dinas 100 - -
Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Kendiesn kendaraan hendarasn kendarsan
Operasional atau Lapangan
Jumalh kendaraan dinas
operasional atau lapangan
yang dipelihara dan 13 unit
dibayarkan pajak dan
o perizinannya =5 R
Pemeliharaan Mebel TR et | 2o 5 jenis : : 100 : :
| i JTJFnlah fnebe| yang T o G y - il T
(. . dipelihara | e e [ o R -
2 Jumlah jenis pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan dan 7 — e v _
Mesin Lainnya :x?ralatan dan mesin 36 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 - -
........ S Bl ity P = | S s —— o
Jumlah peralatan dan
mesin lainnya yang 6 unit
) | dipelinara " | )




Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana

Jumlah jenis pemeliharaan

Gedung Kantor atau dan rehabi!‘rta:i sarana dan 78 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 100
Bangunan Lainnya pﬁﬁf_':?na gecing _— o
: Jumlah sarana dan
prasarana Gedung kantor
atau bangunan lainnya 13 unit
yang dipelihara/
3 S direhabilitasi - b Vi
Coeiarsan Rab | s s pemoltarsen | | _
Pendukung Gedung Kantor dan rehabilitasi sarana dan 30 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100
atau Bangunan Lainnya it R R o e
Jumlah sarana dan
prasarana pendukung
Gedung kantor atau 5 jenis
bangunan lainnya yang
o dipelihara/ direhabilitasi | RPN e | | USSP | JEepa.
Program Pengembangan Persentase Peningkatan o o 0
Iklim Penanaman Modal | Jumlah Investor e L _.__71?1%.. e ”...117’88 s ool i
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif dibidang Jumiah draft kebijakan
Penanaman Modal yang dan evaluasi pemberian 12 draft 2 draft 2 draft 2 draft 100 2 draft
Menjadi Kewenangan fasilitas
..... | Daerah Kabupaten/Kota |
Penetapan Kebijakan ;unﬂt:h d".}.f Rancangan
Daerah Mengenai alpigzboot
E 2 : Pemberian
Pemberian Fasilitas/Insentif F 3 6 draft 1 draft 1 draft 1 draft 100
asilitas/Insentif dan
Sian Jeomalehsn Kemudahan Penanaman
Penanaman Modal Mod
al i
Jumlah peraturan daerah/
provinsi dalam pemberian
fasilitas/ insentif dan 1 dokumen
kemudahan penanaman
K% mode : . R taien | e e
£ Jumlah Evaluasi
Evaluasi Pelaksanaan :
Pemberian Fasiltas/ Insentif | £ gSanaan Pemberian 6 hasil 1 hasil 1 hasil 1 hasil 100
dan Kemudahan Kemudahan Penaname evaluasi evaluasi evaluasi evaluasi
Penanaman Modal M
o odal - |
Jumlah kegiatan usaha
dari pelaku usaha yang 2 kegiatan
memperoleh insentif dan Unalte

kemudahan berusaha di
daera
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| Rencana Kerja Dinas Peasnaman M'"_&'b‘?SEE%EBE—

Pembuatan Peta Potensi | yurmiah draft kebijakan 12 2 drafy 2 draft/ 2 draft o 2 draft . )
Investasi Kabupaten/ Kota Suniliias F draft/kajian kajian kajian kajian kajian
R =l e AR
Penyusunan Rencana Peraturan Tentang
Umum Penanaman Modal Rencana Umum 6 draft 1 draft 1 draft 1 draft 100 - -
Daerah Kabupaten/ Kota Penanaman Modal Kab.
_| Gresik R | S
Jumlah peraturan daerah
{Perda) Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah 1 dokumen
e Kabupaten/ Kota o LT
: . Jumlah kajian tentang
Fisiypedisan Pela Pobns Peta Potensi dan Peluang it 5 = %
dan Peluang Usaha Usaha di Kabupaten 6 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 100 - -
| St ow Gresk
Jumlah peta potensi
investasi dan peluang 1 kajian
I usaha kabupaten /kota | = il _—— SEUUY: R, | |
Program Promosi Pertumbuhan Promosi 0 . R
Penanaman Modal | PenanamanModal | 24%% | 448% | 10% | 70% | 100 s -
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Jumiah jenis promosi T = - fo .y I . i}
Menjadi Kewenangan penanaman al 12 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis
_| Daerah Kabupaten/ Kota | T T | .
- Jumlah kajian mengenai 6 kajian
Penyusunan Strategi : 3 ;
i strategi promosi strategi 4 paket 1 paket 1 paket 100 - -
| Promosi Penanaman Modal | bonanamanmodal | promosi .
Jumlah peraturan daerah
yang mengatur promosi
penanaman modal 1 dokumen
kewenangan
e | kabupaten/kota _ —
Pelaksanaan Kegiatan Jumlah promosi investasi
Promosi Penanaman Modal 7 kali - 1 kali 1 kali 100 - -
_| Daerah Kabupaten/Kota | == | SRS SESESD]. E— - . e —
Jumlah dokumen hasil
kegiatan promosi & ekt
penanaman modal
o AN W WY, QESPIT J— S S
Program Pelayanan Persentase Penyelesaian ; _
Penanaman Modal | T T ki s i “_1_?,‘3‘. i 5%
Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Secara 29.298 3855 4175 37732 4715 ) .
Terpadu Satu Pintu Jumiah pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan 903,78 pelayanan
Dibidang Penanaman N o




_Kabupaten/ Kota

Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah

Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Jumiah
izin/rekomendasi/persetuju
an/ sertifikasi/ pendaftaran
dan atau izin ternotifikasi

11.360 izin

mendapatkan pelayanan
terpadu perizinan dan non
perizinan berbasis system
pelayanan perizinan

_Modal

Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman

Jumlah izin / rekomendasi
yang terbit

Jumlah pelaku usaha yang |

berusaha terintegrasi |

1000 izin

1515 izin

17.450 izin

2450 izin

Jumlah izin/ rekomendasi
yang terbit

Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan terpadu

Perizinan dan Nonperizinan

Jumlah layanan konsultasi
dan pengelolaan
pengaduan

memperoleh layanan
konsultasi dan terkelolanya
pengaduan masyarakat
terhadap pelayanan
terpadu perizinan dan non
perizinan

Jumlah orangyang |

148 kali

2600 izin

35416 izin

233769

1515 pelaku
usaha

696 izin

276,65

Penetapan Pemberian
Fasilitas/ Insentif Daerah

Jumlah koordinasi dan

sinkronisasi penetapan

pemberian fasilitas/insentif
_daerah

| Program Pengendalian |

Pelaksanaan Penanaman
Modal

Jumlah kegiatan usaha
dari pelaku usaha yang
melakukan koordinasi dan
sinkronisasi penetapan
pemberian fasilitas/ insentif
daerah

240 kali

5 kali

Persentase Kepatuhan
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Perusahaan

30%

20 kali

8 kali

30%

1500 izin

12 kali

8 kali

60

25 orang

53,42%

178,06%

40 kegiatan
usaha

30%




Pengendalian Pelaksanaan

sinkronisasi pemantuan,

perizinan dan non

Penanaman Modal yang pembinaan dan . " . . -
Menjadi Kewenangan pengawasan 1.037 kali 277 kali 152 kali 179 kali 117,76 152 kali -
Derah Kabupaten/ Kota pelaksanaan penanaman
modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah pelaksanaan
Pemantauan Pelaksanaan pemantauan penanaman 467 kali 60 kali 72 kali 45 kali 62,50 “
_Penanaman Modal modal | L =
Jumlah kegiatan usaha
dari pelaku usaha yang
melakukan koordinasi dan 25 kegiatan
sinkronisasi pemantauan usaha
pelaksanaan penanaman
modal N = S = .
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah pembinaan
Pembinaan Pelaksanaan pelaksanaan penanaman 54 kali 11 kali 8 kali 14 kali 175,00 -
Penanaman Modal modal -
Jumlah pelaku usaha yang
mendapatkan pembinaan 450 pelaku
pelaksanana penanaman usaha
e | modal - . | s e
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah pengawasan
Pengawasan Pelaksanaan pelaksanaan penanaman 516 kali 156 kali 72 kali 120 kali 166,67 -
.| PenanamanModal [ modal | — v
Jumlah kegiatan usaha
dari pelaku usaha yang 125 kegiatan
melakukan koordinasi dan usaha
. | sinkronisasi pengawasan — R S e
Program Pengelolaan Data | Tingkat Kematangan
dan Sistem Informasi Layanan Penanaman 5 4 4 4 100 5 -
PenanamanModal | Modal o .
Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan Jumiah jenis
Nonperizinan yang pengelolaan data dan 18 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis -
Terintegrasi pada Tingkat informasi
Kabupaten/ Kota o o Dae .
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan :
Nonperizinan Berbasis i‘:;:;‘:::: Pemanfaat sistem 25'-{33" naim?un en4?1?19 e:%:.in 2240,13 -
Sistem Pelayanan Perizinan - PORQUIANY | POQUDMNG | penguImg | PengiEgnD
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik o o N o
Jumlah data dan informasi et o
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perizinan berbasis system
pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi
secara elektronik yang
diolah, dikaji dan
dimanfaatkan
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2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian

kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat
Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Gresik

Cat
ata
SPM/ o g :
No Indikator Standar | IKK Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi A?la
Nasional lisi
. s
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pertumbuhan
1 realisasi 2.98% 2.89% 5.00% 46.54% 11.04% 36,64% 40.00% 47.50%
investasi
e SANGAT | SANGA | SANGA | SANGA | SANGAT | SANGAT | SANGAT | SANGAT
2 Masyarakat - BAIK TBAIK | TBAIK T BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
(91.095) (88.31) (88.5) (88.6) (91.103) (91.435)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah
mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai tujuan utama investasi.
Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan kebijakan
penanaman modal yang diarahkan melalui perbaikan kepastian
hukum, penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi.
Penilaian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2022 dapat dilihat dari
peningkatan realisasi investasi yang menunjukkan pertumbuhan
positif sebesar 118.19% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan
investasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja
investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Gresik sehingga Kabupaten Gresik menjadi
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daerah tujuan penanaman modal. Realisasi investasi di Kabupaten
Gresik tahun 2016-2022 seperti tampak pada tabel data berikut:

Tabel 2.6
Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2016 - 2022

PMA (US$ |

Riby 48001 4366637 1653758 983469 2714628 5816529 1.730.695.90

PMDN -

(Roduta) 39029806 44492547 3452308100 3199731 144111374 82714227 6751577,80
Ju

TARGET 27,45 31,45 35,45 39,45 43,45 * e
REALISASI 25,73 4234 48,34 52,93 69.45 ¥ 2
CAPAIAN 93,73%  134,63%  136,36% 134,17% : 159,84

Tabel 2.7

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2021 - 2022

Capaian
370,81%
2,89% 36,64% 1267,82 %

Realisasi

Di tengah ekonomi yang masih mengalami pasang surut di tahun
2017, sektor penanaman modal dalam negeri ( PMDN ) mengalami
kenaikan mencapai 11,70% di tahun 2017 atau sebesar Rp.
4.449.254.700.000,00 (empat trilyun empat ratus empat puluh

]



sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus rupiah).
Senada dengan sektor penanaman modal dalam negeri yang
mengalami pertumbuhan, investor asingpun masih memiliki tingkat
kepercayaan yang tinggi terhadap invetasi di Kabupaten Gresik.
Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya realisasi investasi asing dari
US$ 348.001.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta seribu US
dollar) di tahun 2016 menjadi US$ 436.663.700 (empat ratus tiga
puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus
rupiah) di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor
investasi dalam negeri di Kabupaten Gresik justru survive di
tengah-tengah carut marutnya perlambatan ekonomi yang
dirasakan secara nasional.

Di tahun 2018 dan 2019 di tengah perekonomian yang sepenuhnya
belum membaik, investasi masih mengalami sedikit peningkatan
seperti tampak dalam tabel diatas. Namun di tahun 2019 rencana
investasi baik PMDN maupun PMA tidak dapat disajikan karena
adan perubahan sistem aplikasi dari Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) menjadi
aplikasi Online Single Submission (OSS) yang merupakan amanat
dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik.

Berbeda di tahun sebelumnya, di tahun 2020 di tengah pandemi
COVID-19 capaian investasi naik siginifikan sebesar 159,84%. Hal
ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik tidak terpengaruh atau
terimbas signifikan oleh dampak wabah tersebut. Perkembangan
investasi domestik justru menunjukkan kontribusi meningkat hampir
4 kali lipat dibandingkan sebelumnya dengan selisih 11.211.406,4
(dalam juta rupiah) atau bertumbuh sebesar 350,39%. Sedangkan
investasi di sektor mancanegara juga mengalami selisih positif
sebesar 173.115,9 (dalam ribu US$) atau bertumbuh sebesar
176,02%. Kondisi peningkatan investasi ini tidak luput dari peran
seluruh stakeholders yang terkait dengan kondusivitas iklim
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investasi yang didukung oleh peran pemerintah, legislatif,
masyarakat dan tentunya dunia usaha serta asosiasi yang ada.
Untuk tahun 2021-2026 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal
dan PTSP yang pertama yaitu “Meningkatnya angka investasi’
berubah indikatornya menjadi “ Pertumbuhan realisasi
investasi”. Dimana sesuai dengan tabel 2.7 pertumbuhan
realisasi investasi mengalami kenaikan 118,19 % dari tahun 2021.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya mulai
bangkitnya ekonomi pasca pandemi
COVID - 19 yang membuat investor mulai menanamkan
investasinya di Kabupaten Gresik seperti PT. Freeport Indonesia.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi
pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya
bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Gresik ikut melaksanakan program-program
pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Sedangkan untuk fungsi
pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Gresik bertugas melayani masyarakat sesuai
prinsip-prinsip good governance melalui pelayanan yang prima.
Sebagai fungsi pelayanan, mulai tahun 2008 sampai akhir 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik telah melayani customer sebanyak 119.556
(serratus Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh enam)
pemohon izin, sesuai data penerbitan izin pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik
sebagaimana grafik terlampir.
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Gambar 2.1
Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2008-2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik

45000
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35000 £
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25000
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15000 |
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bisa diasumsikan bahwa sejak Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berdiri di tahun
2007, maka selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir,
apabila diasumsikan dalam satu tahun ada kurang lebih 8000
(delapan ribu) berkas. Berikut disampaikan tabel penerbitan izin
selama tahun 2022

Tabel
Penerbitan Izin Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jenis Izin i Okt Des Jumlah

A  Site Plan 1 3 74 9 2 5 <] T 2 3 6 6 54
B PBG - (¢} D 9 S| 0 B a0 =0 0 g G pEn e Ty
C IMB 25 54 28 39 18 29 167 39 28 12 34 0 473 |
D PKKPR 0 0 385 127 18 12 10 12 11 3 23 0 251
E PKPLH 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
F SIMPasar 50 20 880 W Bl 0 a5 28 B8 10 T4 439
G lzin

Pendirian 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 6

SMP
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No Jenis Izin

HWolzin

Pendirian

~ Satuan

Pendidikan
Sekolah
Dasar

|zin
Pendirian
Satuan
PAUD

Izin
Reklame
Insidentil
Reklame
Tetap
Terbatas
dan
Permanen

NIB

Izin
Persyarat
Dasar
Umku
Sertifikat
Standar

Jumlah

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Se Okt Nov Des Jumlah

e e

21 20 4 0 b8 M 3w 09 9 W o

0ss ,

1055 998 1245 1066 770 1066 1081 1159 1830 2437 3663 1619 17989
1 0 2 (] 0 0 1 3 4 2 0 7 20
1089 950 1084 937 655 1220 1174 1442 el 17352
AR G Be 121 34 TR 100 43 62 81 875

141 155 160 123 10 192 198 209 ad =i i 245 2513

2422 2289 2740 é421 1594 2573 2867 3026 4403 5760 6393 3847 40335

Dengan jumlah berkas yang tidak sedikit, pegawai di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk professional dalam
melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem pelayanan yang
distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 tentang Administrasi
Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. Bertambahnya jenis izin yang harus dilayani tidak seimbang
dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik membutuhkan
sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis
namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.

Telah disebutkan di awal bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi. Capaian
kinerja dengan fungsi pelayanan telah diuraikan di atas. Sedangkan fungsi
pembangunan yang terkait dengan kegiatan operasional dengan alokasi
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dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disajikan
dalam dua grafik yaitu grafik target dan realisasi belanja dan grafik target dan
realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) selama kurun waktu lima tahun
atau periode 2016-2022 sebagai berikut:



Gambar 2.2
Target dan Realisasi APBD Tahun 2016-2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik
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Gambar 2.3
Target dan Realisasi PAD Tahun 2016-2020
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik
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Dari grafik APBD tahun 2016-2022 dapat dilihat bahwa anggaran belanja di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gresik mengalami naik turun seperti pada tahun 2020 mengalami penurunan
target belanja sebesar Rp. 3.669.533.122 - dikarenakan adanya pandemi
COVID 19 sehingga anggaran mengalami refocussing karena dialihkan untuk
penanganan COVID 19. Di tahun 2021 dan 2022 APBD mengalami kenaikan
dikarenakan anggaran gaji dan tunjangan ikut dalam belanja kegiatan.
Berbeda dari target belanja yang mengalami naik turun mengikuti kondisi
ekonomi dan negara, pencapaian PAD mulai tahun 2016-2022 mengalami
kestabilan walaupun target yang ditentukan juga mengalami naik turun
selaras dengan target belanja. Penetapan target pendapatan seringkali tidak
memperhatikan potensi pendapatan. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tidak dapat menolak target
yang telah ditetapkan oleh pihak legislatif. Realisasi PAD terutama retribusi
Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
dipengaruhi banyak faktor salah satunya kondisi ekonomi dan kepercayaan
pengusaha untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik. Sehingga
target pendapatan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak bisa
disamakan dengan target perolehan pajak dan sejenisnya yang setiap tahun
mengalami kenaikan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya
timbul dari kekuatan vyang belum didayagunakan secara
optimal kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak
dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sedangkan isu-
isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan
datang.
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Beberapa identifikasi permasalahan-permasalahan di bidang

penanaman modal dan perizinan diantaranya sebagai berikut :

Pemetaan Permasalahan

Tabel.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Masalah Pokok Masalah
Perlambatan/penurunan Proses pelayanan
realisasi penanaman perizinan yang berkaitan
modal akibat pandemi dengan pelayanan
COVID-19 dan realisasi perizinan tata ruang
penanaman modal (PKKPR) belum dapat
belum terlalu efektif dilaksanakan secara
untuk mendorong maksimal
pertumbuhan ekonomi
(penyerapan tenaga
kerja dan peningkatan
PDRB)

Belum terkoneksinya
0SS RBA dengan

beberapa sistem yang
dimiliki oleh
Kementerian/Lembaga
lain seperti sistem KPP
dari BPN

Akar Masalah
Adanya transisi Sistem 0SS
1.1 kedalam 0SS RBA
(Online Single Submission
Risk Based Approach) dan
penggunaannya yang belum
maksimal dikarenakan
masih terkendala sistem dari
pusat

Belum adanya peraturan
daerah tentang
penanaman modal dan
peraturan bupati terkait
pelayanan perizinan
berusaha yang
berdasarkan Undang-
Undang Cipta Kerja,
Peraturan Pemerintah
Nomor 05 Tahun 2021
dan Nomor 06 Tahun
2021

Belum adanya regulasi
yang mengatur secara
teknis tentang pemberian
insentif dan kemudahan
bagi pelaku usaha

SIMBG  belum
diemplementasikan

dapat

Tumpang tindihnya regulasi
sektoral yang berlaku dan
minimnya koordinasi antar
lembaga sektoral karena
adanya ego sektoral

Sosialisasi kepada para

pelaku usaha tentang
0SS baik secara
langsung/tatap muka

maupun melalui medsos
sangat minim

Masih banyaknya pelaku
usaha yang belum
memahami tentang OSS
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
SDM yang kurang Pelayanan terhadap pelaku

memahami regulasi usaha yang sering dirasa
maupun IT tidak  sesuai  keinginan
mereka

Pelatihan/bimtek  yang
diselenggarakan oleh
instansi sendiri maupun
dari luar kepada SDM
DPMPSP yang terbatas

Keengganan perusahaan Masih tingginya pelanggaran
untuk dikunjungi dalam yang dilakukan oleh

rangka kegiatan perusahaan terkait dengan
pemantauan, regulasi dan  peraturan
pengawasan maupun perundang-undangan
verifikasi

Penyajian data realisasi Ketidaksinkronan data
investasi sering terlambat

karena meskipun sudah

dirilis oleh BKPM tetapi

belum masuk pada

aplikasi NSWI (National

Single Window  for

Investment)

Keterbatasan SDM. SDM
selain sebagai fornt office
juga sebagai backofice.
Sehingga data yang
diminta  tidak  dapat
terpenuhi cepat.

Kepedulian pelaku usaha
untuk melaporkan nilai
realisasi investasi melalui
LKPM sangat minim

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian
Program Nasional

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana, dan
bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa berkarya agar
konsisten, eksis, antisipatif, inovatif maka dengan bertitik tolak dari
fakta sejarah serta kondisi faktual maka berdasarkan masa bhakti
2021-2026. Pemerintah Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk
merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi
perbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan
mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan
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nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-

besarnya yaitu;

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri,

Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan

Akhlakul Karimah”

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung

sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan

sebagai berikut:

No

Pokok-pokok Visi

Penjelasan

1

2

Gresik yang lebih Kemandirian dalam konteks

Mandiri

Gresik yang Sejahtera

kedaerahan merupakan kehidupan
bermasyarakat yang menjadi salah
satu tujuan yang selalu ingin dicapai
setiap daerah. Mandiri ialah sebuah
bentuk kemampuan yang dapat
mengoptimalkan apa yang dimiliki
(sumberdaya) dan
mengembangkannya (potensi)
sehingga dapat menjadi sebuah
bentuk kekuatan daerah yang
mampu berkompetisi serta
beradaptasi dengan perubahan
jaman. Maka baik pemerintah dan
masyarakat Gresik secara kolektif
kolegial = mampu memenuhi
kewajibannya  baik  dosmetik
maupun internasional. = Adapun
kemandirian ekonomi akan
berdampak pada pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi,
berkelanjutan dan mensejahterakan
secara  adil dan merata.
Kemandirian Ekonomi dalam hal ini
adalah dengan memiliki sumber
daya manusia yang kreatif, terampil
dan kompetitif, yang kemudian
dikolaborasikan dengan
penguasaan limu Pengetahuan dan
Teknologi  untuk  pengelolaan
sumber daya alam, tata kelola
pemerintahan, dan pengambilan
keputusan sehingga mewujudkan
kemandirian daerah.

Sejahtera adalah suatu kehidupan
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dan penghidupan sosial, material,
maupun spiritual yang diliputi rasa
keselamatan, kesusilaan dan
ketentraman lahir batin yang
memungkinkan setiap warga negara
untuk mengadakan usaha-usaha
pemenuhan kebutuhan jasmani,
rohani dan sosial yang sebaik-
baiknya bagi diri, rumah tangga
serta masyarakat. Kehidupan yang
layak dengan terpenuhinya hak-hak
masyarakat, yang aman dari rasa
kekhawatiran akan potensi-potensi
ancaman pada masyarakat seperti
terorisme atau potensi bencana
alam, memperoleh pekerjaan yang
layak serta mampu mendapatkan
akses di dunia usaha, dan tidak
tersisihkan dalam kehidupan sosial.
3 Gresik yang Berdaya Daya saing sangat berhubungan
Saing dengan kemampuan dan kapasitas
pembangunan sebuah daerah.
Strategi pembangunan infrastruktur
akan mempengaruhi daya saing
sebuah daerah yang nantinya untuk
menunjang peningkatan disegala
sektor. Pembangunan infrastruktur
ditujukan untuk medukung aktivitas
perekonomian serta mendorong
pemerataan pembangunan antar
wilayah utara dan selatan, kota dan
desa serta konektivitas dengan
pulau bawean. Salah satu fokus dari
pembangunan ini adalah pada
pembangunan antar wilayah
produksi dengan wilayah distribusi.
Serta pembangunan infrastruktur
pelayanan dasar yang menunjang
kemudahan untuk mengakses
segala kebutuhan pokok
masyarakat secara inklusif, baik
perempuan dan laki-laki, pada
semua kelompok usia, termasuk
kelompok rentan dan marginal, di
semua wilayah baik di kota maupun
kepulauan. Ada pula pembangunan
infrastruktur konektivitas multimoda
yang mampu menciptakan
pertumbuhan ekonomi seperti pada
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4

Gresik yang
Berkemajuan

Gresik yang
Berlandaskan Akhlakul
Karimah

- pembangunan fasilitas transportasi

kereta api guna menunjang
pembangunan d  area
GEBANGKERTASUSILA  hingga
transportasi laut antar pulau seperti
pada pulau bawean. Kedepan
pembangunan ini akan berdampak
pada peningkatan perekonomian
masyarakat Kabupaten Gresik serta
terciptanya tata kota yang modern,
inovatif dan berkeadilan.
Berkemajuan disini terkait bahwa
seluruh rangkaian pembangunan
yang dilakukan di Gresik bertujuan
untuk membawa warga Gresik
menjadi warga yang unggul,
berorientasi kedepan, memiliki sikap
optimisme menatap masa depan
dan memiliki kapasitas
kecerdasasan intelektual, emosional
dan spiritual yang tinggi serta
pembangunan  karakter.  Untuk
membentuk insan warga Gresik
yang memiliki karakter orientasi
kemajuan. Maka pemerintah wajib
mewujudkan kemudahan dalam
mengakses pendidikan dan fasilitas
kesehatan yang berkualitas serta
mewujudkan pola pendidikan yang
inovatif dan kolaboratif yang mampu
memunculkan warga yang memiliki
kompetensi individual yang baik dan
memiliki kemampuan untuk dapat
bekerja sama dan berkolaborasi
dalam mendorong kemajuan serta
memiliki karakter yang kuat.

Seluruh dimensi visi pembangunan
Gresik diatas dilandasi  oleh
Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah
atau akhlak yang mulia adalah
keadaan mentalitas warga Gresik
memiliki keadaban sosial, karakter
luhur, kesalehan sosial. Pemerintah
Gresik bertanggung jawab untuk
membawa masyarakat memiliki
akhlak yang mulia atau akhlakul
karimah berbasis pada nilai-nilai
budaya dan keagamaan. Akhlak ini
tidak hanya menegaskan tentang
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karakter manusia Gresik, namun
juga menjadi jiwa dalam seluruh
aspek mulai dari pelayanan publik,
pendekatan pembangunan hingga
kebijakan secara umum. Melalui
pembangunan karakter manusia
yang berakhlakul karimah bahwa
pembangunan di Gresik tidak hanya
mengejar pemenuhan  material
namun juga bertujuan untuk
membentuk kualitas warga yang
memiliki kualitas moral, etika dan
karakter hidup yang tinggi berbasis
kehidupan spiritual berlandaskan
akhlakul karimah sesuai dengan
ajaran-ajaran agama. Dengan
akhlakul karimah maka orientasi
- pembangunan di Gresik mendorong
untuk membangun warga yang
memiliki solidaritas yang tinggi,
menghormati  keragaman  dan
perduli terhadap nilai-nilai toleransi,
memiliki daya juang hidup yang
tinggi dan berkarakter. Didalam
pemerintahan penerapan Akhlakul
Kharimah juga dijadikan prinsip
yang akan mewujudkan
pemerintahan yang bersih, anti
korupsi serta tanggap dan
akuntabel. Hal ini bertujuan agar
setiap warga dan juga pemerintah
memiliki pandangan tujuan yang
sama dalam segi pembangunan
karakter.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka
dirumuskan misi pembangunan yaitu :

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta
mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan
Desa dan Menata Kota;

Misi ke-3
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Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan
antar wilayah;

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan
Berakhlakul Karimah.

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan social dengan menciptakan lapangan
kerja dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Gresik

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik masuk
pada Misi ke-3 Kabupaten Gresik yaitu ‘Mendorong Kemandirian
Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah’
dengan Tujuan ke-3 vyaitu ‘Menguatkan Pembangunan
Perekonomian Gresik yang inklusif ‘ dan indikator kinerjanya
yaitu : Pertumbuhan Ekonomi

Sedangkan sasaran Kabupaten Gresik yang menaungi Dinas
Penanaman Modal dan PTSP yaitu sasaran ke- 6 yaitu
‘Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sekolah dan Antar
Wilayah’ dengan indikator kinerja yaitu Indeks Williamson yang
merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan
antarwilayah berdasarkan PDRB perkapita.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gresik tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan
eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif
dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan
kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya.
Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan
peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar
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kendali instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Gresik. Meskipun demikian, faktor eksternal

tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja OPD.

Secara umum, tantangan dan peluang yang harus
dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Gresik ke depan dalam usaha meningkatkan
penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
serta Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas
Penanaman Modal dan PTSP yang merinci struktur
kelembagaan dan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan
PTSP termasuk perubahan jabatan struktural menjadi jabatan
fungsional dalam pengelolaan penanaman modal dan
penataan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
nantinya akan berdiri sendiri, tidak ada campur tangan kepala
daerah dalam tanda tangan untuk pengeluaran izin, semua
akan berbasis elektronik. Sehingga dapat memutus rantai
birokrasi yang panjang. Hal ini selain dapat mendorong
percepatan penanaman modal di Kabupaten Gresik juga
merupakan tantangan bagi daerah untuk dapat
mempersiapkan baik dari segi sarana prasarana maupun
SDM dalam mendukung terlaksananya peraturan pemerintah
tersebut.

2. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Peraturan ini
diterbitkan dalam rangka percepatan dan peningkatan
penanaman modal dan berusaha dimana penerbitan
perizinan berusaha dan dokumen lain yang berkaitan
dilakukan oleh Lembaga OSS. Dalam perjalanannya OSS
mengalami transisi, dimulai OSS versi 1.0 pada tahun 2018,
OSS versi 1.1 pada tahun 2019 (surat Edaran BKPM Nomor :
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5743/A.8/B.1/2019 tahun 2019 tentang Rencana Penerapan
Sistem Online Single Submission (OSS) versi 1.1) dan OSS
RBA yang secara resmi diluncurkan pada 9 Agustus 2021.
Walaupun telah beberapa kali mengalami transisi,
penggunaan OSS masih belum maksimal karena terkendala
sistem dari pusat. Selain itu OSS RBA juga belum terkoneksi
dengan sistem yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lain.
Ini merupakan tantangan sekaligus peluang baik bagi Dinas
Penanaman Modal dan PTSP maupun bagi para
investor/pemohon izin dalam memanfaatkan hadirnya OSS
ini.

Tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP
diantaranya untuk dapat melaksanakan amanat PP Nomor 24
Tahun 2018 ini secara maksimal mungkin sehingga OSS ini
dapat berjalan dan dapat dipahami oleh investor/pemohon
yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik.
Peluang bagi investor/pemohon izin dengan terbitnya PP
Nomor 24 Tahun 2018 ini adalah kemudahan dalam
memperoleh izin. Karena dengan mengakses OSS ini
investor/pemohon izin sudah mendapatkan NIB (Nomor Induk
Berusaha) yang berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar
Perusahaan), APl (Angka Pengenal Impor) dan Akses
Kepabeanan.

Lokasi Kabupaten Gresik yang sebagai hinterland Kota
Surabaya yang merupakan pusat perdagangan barang dan
jasa terbesar di kawasan Indonesia Timur dan sekaligus pintu
yang menghubungkan dunia luar baik regional maupun
internasional dengan dukungan pelabuhan dan bandara
internasional. Hal ini dapat membuat para investor semakin
tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik.
Dijadikannya JIIPE (Java Integrated Industrial and Port
Estate) sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) melalui PP
Nomor 71 Tahun 2021. Hal ini dapat mendorong para investor
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untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik, karena
adanya KEK dapat memberikan fasilitas akses ke pasar

global, baik melalui pelabuhan maupun bandara.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program
dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Perumusan program kegiatan diprioritaskan  untuk
mendukung program Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi
perubahan yang merupakan sebuah strategi pembangunan
Kabupaten Gresik baru untuk mendukung realisasi visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2021-2026. Untuk Dinas
Penanaman Modal dan PTSP mengemban Nawa Karsa ke 5 yaitu
Gema Karya dengan output kunci ‘Koridor Investasi Gresik
(KIG)'.
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24.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdapat 8 program dan 12
kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar
Rp. 13.448.452.000, -

Berikut disajikan review terhadap rancangan RKPD tahun 2024 untuk
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tabel Tabel T-
C.31 sebagai berikut :
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Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan g:nﬁ;
Program/ Target Pagu Program/
:;I Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja c'l;arg;tn ';izgt;:: a';
: Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan pa P
(1) (2) 3) 4) (5) (6) @ (8) 9) (10) (11) (12)

o Urusan o

] Pemerintahan F
Urusan Pmngrintahan ; Wajib yang §
W yaog tdex 2 tidak Berkaitan =t
Berkaitan dengan 4 dengan N
Pelayanan Dasar § Pelayanan §

Dasar

54 Urusan 5
Urusan Pemerintahan § Pemerintahan §
Bidang Penanaman - Bidang =
Modal n Penanaman g

8 Modal 8

= =

¢ Program 3
Program Penunjang Persentase § Penunjang Persentase e
urusan Pemerintahan ketercapaian 90% 2 urusan ketercapaian 90% §
Daerah sasaran kegiatan g Pemerintahan sasaran kegiatan 2

=3 Daerah §

- Perencanaan, o
Perencanaan, Jumlah jenis & Penganggaran, Jumlah jenis &
Penganggaran,dan dokumen 3 jenis S dan Evaluasi dokumen 3 jenis 2
Evaluasi Kinerja perencanaan dan dokumen o Kinerja perencanaan dan dokumen e
Perangkat Daerah pelaporan 3 Perangkat pelaporan S

Daerah
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Target Pagu Program/
N Kegiatan/ Sub Lokasi | Indikator Kinerja | Capaian | Indikatif | Kegiatan/Sub | Lokasi | IndikatorKinerja | 29t g‘;"‘;‘:‘;‘a?
: Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan - P
(1) (2) (3) 4) (5) (6) 7 (8) @) (10) (11) (12)
Dinas o Dinas o
Penana = Penyusurian Penana £
Penyusunan Dokumen i Jumlah dokumen = Dokumen ar Jumiah dokumen S
1 Perencanaan Perangkat M dal Perencanaan 1 dokumen o Perencanaan Modal Perencanaan 1 dokumen o
Daerah dan Perangkat Daerah § Perangkat ine Perangkat Daerah §
PTSP I PTSP
) Jumlah Laporan Capaian _— " Jumlah Laporan Capaian
Kisgrdinemi i Dinas Kinerja dan Ikhtisar T Koordinasi dan Dinas Kinerja dan Ikhtisar T
Penyusunan Laporan Penana Realisasi Kinerja SKPD =4 Penyusunan Penana Realisasi Kinerja SKPD =
2 Ceoalen Kiriatia thar man dan Laporan Hasil 21 o Laporan Capaian | man dan Laporan Hasil 21 =
pajan ninera | Modal Koordinasi Penyusunan aporan = Kinerja dan Modal Koordinasi Penyusunan Aparan 8
Ikhtisar Realisasi dan Laporan Capaian Kinerja S Ikhtisar Realisasi | dan Laporan Capaian Kinerja ]
Kinerja SKPD PTSP dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PTSP dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
N o
Tl Jumlah administrasi 4 Administrasi Jumiah administrasi 8
:m:“m;:aran Kat keuangan perangkat 2 ; Keuangan keuangan perangkat 2 ;
Dae. m?a" 9 daerah yang dokumen e Perangkat daerah yang dokumen n
disediakan = Daerah disediakan §
@
Dinas ; Dinas ‘;
Penana =] ; . | Penana o
Penyediaan Gaji dan man ‘rrenr:lear?nfaranag"yd:nng 53 orang/ g g::yreu‘::?:n" aG:J' man ‘rj\'l:e“::r?r:;anag'i yda anng 53 orang/ :
3 | Tunjangan ASN Modal S gajl bulan K jang Modal . gaj bulan L
dan tunjangan ASN =y ASN dan tunjangan ASN -
PTSP & PTSP @
Jumlah Laporan o Jumlah Laporan -
Keuangan Bulanan/ i — Keuangan Bulanan/ il
o ——— Dinas Triwulanan/ § §::r?::::;:an Dinas Triwulanan/ §
Penana Semesteran SKPD o Y Penana Semesteran SKPD o
Penyusunan Laporan man dan Laporan b= Laporan man dan Laporan 8
4 Keuangan Modal Koordnasl 12 laporan Keuangan Modal Koordinasi 12 laporan
Bulanan/Triwulanan/Se Bulanan/Triwulan
mesteran SKPD dan Penyusunan Laporan alSamesitie dan Penyusunan Laporan
PTSP Keuangan Bulanan/ SKPD PTSP Keuangan Bulanan/
Triwulan/ Semesteran Triwulan/ Semesteran
SKPD SKPD
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Target Pagu Program/
N Kegiatan/ Sub Lokasi | Indikator Kinerja Capaian | Indikatif | Kegiatan/Sub | Lokasi | Indikator Kinerja Jarget | Kabututan
- Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan HRpen | BwEp
(1) (2) (3) () (5) (6) ) (8) 9) (10) (11) (12)
P} Pt o
Administrasi Jumiah administrasi § opestetiiroes Jumlah administrasi s
gepogakuar:r;: . kepagawaian 1 paket 3 Perangkat kepagawaian 1 paket g
erang era perangkat daerah § Daerah perangkat daerah §
Pendidikan dan g::nnaasna Jumiah pegawal 2 g::::ilg:;an s gLnna:na Jumish pegawali @
Pelatihan Pegawai ey berdasark‘an tugas ; Pegawai At berdasark_an tugas :
5 Berdasarkan Tugas dan | Modal :’nznnft;: g;'g::g dik 83 orang 2 Berdasarkan Modal dan ﬁ.!ng: 'g ang 3 63 orang i
Fungsi dan g 9 Iulih B b3 Tugas dan dan menglkuti Pendidikan 8
PTSP an pelatihan =4 Fungsi PTSP dan pelatihan
Sniah sl % § Administrasi i = §
Admiiilstiati Uoiuin milah administrasi & b =5 s Jumlah administrasi 8.sub 2
umum perangkat v » umum perangkat 2 b~
Perangkat Daerah dasvsh kegiatan o Perangkat castult kegiatan o
§ Daerah 3
Dinas o i Di i
Penyediaan Komponen | Penana Jumiah paket . ™ Eﬂ::r:ae?‘n Pg‘na:na Jumish paket o
Instalasi Fian komponen instalasi M Listaiant frian komponen instalasi g
6 Listri listrik/penerangan 1 paket o ks listrik/penerangan 1 paket =)
istrik/Penerangan Modal hary o Listrik/Penerang | Modal o
gunan kantor o bangunan kantor =
Bangunan Kantor dan ana disediakan =] an Bangunan dan disadiak =}
pTSP | Y29 Kantor Prip | YR SRREEER
Di -
Borvadiaas Peviilatan P:enna:na Jumlah paket g Penyediaan EP):-Ina:na Jumlah paket §
7 danyllﬂe rlengkapan man peralatan dan 10 paket = Peralatan dan man peralatan dan 10 ekt g
Kaidkir Modal perlengkapan kantor P o Perlengkapan Modal perlengkapan kantor 5 o
dan yang disediakan § Kantor dan yang disediakan b=
PTSP PTSP -
Dinas k] Di -
Penana o ) Pglna:na >
Penyediaan Bahan o Jumlah paket bahan & Penyediaan s Jumlah paket bahan =
8 Logisti logistic kantor yang 3 paket o Bahan Logistik logistic kantor yang 3 paket =
gistik Kantor Modal desdiatn o Modal s o
dun sediakan g Kantor duh disediakan o
(=]
PTSP = PTSP ©
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S s Catatan |
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
Program/ Target Pagu Program/
N Kegiatan/ Sub Lokasi | IndikatorKinerja | Capaian | Indikatif | Kegiatan/Sub | Lokasi | Indikator Kinea | ~orget | Kebu a'(“,{‘“"'
5 Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan o P-
(1 (2) (3) 4) (5) (6) @ (8 9) (10) (1) (12)
Dinas N Dinas N
: Penana | Jumlah paket barang b Penyediaan Penana | Jumlah paket barang b
9 zzrg:draan Barang man cetakan dan 3 Barang Cetakan | man cetakan dan 8
an dan Modal d 2 paket o i Modal o 2 paket o
Penggandaan oda penggandaan yang 3 n oda penggandaan yang 8
dan disediakan =1 Penggandaan dan disediakan =3
PTSP PTSP
E:;aasn a | Jumlah dokumen = Penyediaan E:::sn a | Jumlah dokumen s
Penyediaan Bahan iy bahan bacaan dan - Bahan Bacaan men bahan bacaan dan >
10 | Bacaan dan Peraturan Modal peraturan perundang- | 5 dokumen 0 dan Peraturan Modal peraturan perundang- | 5 dokumen ©
Perundang-undangan din undangan yang =) Perundang- dori undangan yang b=
PTSP disediakan undangan PTSP disediakan
Dinas 3 Dinas @
Penana | Jumlah laporan [N Penyelenggaraa | Penana | Jumlah laporan f
11 Egg‘{;ﬁ:g%a;:an Rapat man penyelenggaraan 65 laporan 4 n Rapat man penyelenggaraan 65 laporan P
Konsultasi SKPD Modal rapat koordinasi dan o Koordinasi dan Modal rapat koordinasi dan S
dan konsultasi SKPD § Konsultasi SKPD | dan konsultasi SKPD §
PTSP PTSP
Dinas a Dinas -
Penana | Jumlah dokumen © Dukungan Penana | Jumlah dokumen ©
12 gil;f::‘gg;g eI:::anaan man dukungan 1 dokumen & Pelaksanaan man dukungan 1 dokumen 3
SKPD P Modal pelaksanaan system § Sistem PBE Modal pelaksanaan system §
dan PBE pada SKPD pada SKPD dan PBE pada SKPD
PTSP PTSP
P Penyediaan g
Penyediaan Jasa Jumlah jasa - Jasa Penunjang Jumlah jasa -
Penunjang Urusan penunjang urusan 3 jasa § Urusan penunjang urusan 3 jasa §
Pemerintahan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan pemerintah daerah 5
§ Daerah 2
[P)inas & Dinas ~
enana o Penana o
i Jumiah laporan © - Jumlah laporan 2
13 a:‘lyi‘:;an Jasa Surat ng al penyediaan jasa surat | 12 laporan o Fs’ﬁrg-teﬂ::nu}l:ts - m:gal penyediaan jasa surat | 12 laporan o
Y d menyurat 8 Y menyurat 8
an dan
PTSP PTSP




Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
Program/ Target Pagu Program/
: Kegiatan/ Sub Lokasi | Indikator Kinerja | Capaian | Indikatif | Kegiatan/Sub | Lokasi | Indikator Kinerja | 2rdet ';‘;ﬁ"at;‘é‘a';
: Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan e P-
(1) (2) 3) 4) (5) (6) ] (8) (9) (10) (11) (12)
Dinas Dinas
Jumlah laporan 4 ) Jumiah laporan %
Penyediaan Jasa s‘ea?lana penyediaan jasa % Egnmy:'g:?;ri' Jasa ‘:‘;T"a penyediaan jasa §
14 | Komunikasi, Sumber Modal komunikasi, sumber 12 bulan P Syl finve v | Kisdal komunikasi, sumber 12 bulan s
Daya Air dan Listrik daya air dan listrik o ielimg 4 daya air dan listrik =)
dan ang disediakan 8 dan Listrik dan ang disediakan =1
pTSP | Yand PTSP | YaNd
i & . °
g:::asna Jumlah laporan = [P):Ina:na Jumlah laporan 5
Penyediaan Jasa A penyediaan jasa = Penyediaan Jasa e penyediaan jasa 3
15 | Pelayanan Umum pelayanan umum 12 laporan C Pelayanan pelayanan umum 12 laporan o
Modal 8 Modal 8
Kantor ok kantor yang =) Umum Kantor dah kantor yang =
PTSP disediakan PTSP disediakan
§ Pemeliharaan 2
Barang Milik -4
;?;i?‘eg:::::" Barng Jumlah jenis @ Daerah Jumlah jenis a8
Paiueniens Uriidan pemeliharaan 6 jenis - Penunjang pemeliharaan 6 jenis =
Pemerlintfhan Badrals barang milik daerah § Urusan barang milik daerah §
Pemerintahan
Daerah
s Penyediaan Jasa -
3 iy Pemeliharaan, B
Penyeglan Jasg Dinas Jumlah kendaraan © Biaya Dinas Jumlah kendaraan o
Pemeliharaan, Biaya = o . . 3
Pamelharasn dan Penana | perorangan dinas o Pemeliharaan Penana | perorangan dinas o
= man atau kendaraan dinas : 8 dan Pajak man atau kendaraan dinas : =3
16 | Pajak Kendaraan : 1 unit ; 1 unit
p A Modal jabatan yang Kendaraan Modal jabatan yang
erorangan Dinas atau i AR
Kondainon Dings dan dipelihara dan Perorangan dan dipelihara dan
PTSP dibayarkan pajaknya Dinas atau PTSP dibayarkan pajaknya

Jabatan

Kendaraan Dinas
Jabatan
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Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2
Penting
Program/ Target P Program/
N J . _ — rg agu rog
- Kegiatan/ Sub Lokasi | Indikator Kinerja | Capaian | Indikatif | Kegiatan/Sub | Lokasi | Indikator Kinerja VAge | Kebuomen
; Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan Eopein | Deaiie)

(1 (2) (3) (4) (5) (6) @ (8) (9 (10) (1) (12)
Penyediaan Jasa 8 Penye'diaan e N
Pemyeliharaan, Biaya Dinas J|_.|mlah kendgraan 'S ;;z:llharaan. Dinas Jumlah kendaraan ﬁ
Pemelih_ai:aan. Pajak, ::;r:}ana :'tgz"::p:r:a::mzln § Pemeliharaan, Penana d;nasl operasions o

17 | dan Perizinan ) OPERES YD 13 unit ] Pajak, dan I SN Iapangan yang 13 unit 8
o T Modal dipelihara dan Perizin Modal dipelihara dan
o dorsy dan dibayarkan pajak dan il LI dan dibayarkan pajak dan

s PTSP erizinannya Kendaraan Dinas PTSP izi
Lapangan P y Operasional atau L L
Lapangan
Dinas = Dinas e
Penana = Penana =
18 | Pemelin M man nglgh mebel yang : = Pemeliharaan man Jumlah mebel yang : =
pionte: Mt Modal dipelihara S unit .8 Mebel Modal dipelihara Sunit 8
dan 8 dan 8
PTSP © PTSP “
ginas o Dinas &
enana - s
Painuliliamsri Perataten | men Jumlah peralatan dan ) @ Pemeliharaan :‘:':‘a"a Jumlah peralatan dan o
19 dan Mesin Lainnya Modal mesin lainnya yang 6 unit g Peralatan dan Modal mesin lainnya yang 6 unit e
fr dipelihara 8 Mesin Lainnya = dipelihara 8
PTSP PTSP

Pemeliharaan/Rehabilit Dinas Jumlah sarana dan @ Pen_lglih?raanIRe Dinas Jumlah sarana dan &
sal Savaa dai Penana | prasarana gedung =3 habilitasi Sarana | Penana | prasarana gedung =]

20 | Prasarana Gedung man kantor atau bangunan 13 unit = dan Prasarana man kantor atau bangunan 13 unit 2
Kantor atau Bangunan Modal Ia_nnnya yang 3 Gedung Kantor Modal lainnya yang e N
Lainnya dan d!pellhqral =3 atau Bangunan dan dipelihara/ §

PTSP direhabilitasi Lainnya PTSP direhabilitasi
) o Pemeliharaan/ o
Pameliharsan/ Dinas Jumlah sarana dan S Rehabilitasi Dinas Jumlah sarana dan o
Rahablitasi Sarana dan Penana pradsarar:(a ptenda.lkung == Sarana dan Penana | prasarana pendukung =

21 | Prasarana Pendukung man gedung kantor atau : o Prasarana man gedung kantor atau < o
Gedung Kantor atau Modal hangur_nan-lalnnya Sunk 3 Pendukung Modal bangunan lainnya 3 it 8
Bangunan Lainnya dan yang dipelihara/ Gedung Kantor dan yang dipelihara/

PTSP direhabilitasi atau Bangunan PTSP direhabilitasi

Lainnya
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan gm:
Program/ Target Pagu Program/
: Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja cLam:n I;:::t;:;a ';
: Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan = P
(1 2 (3) (4) (5) (8) @ (8) 9) (10) (11) (12)
g Program g
Program Persentase p Pengembangan Persentase b
Pengembangan Iklim Peningkatan Jumlah 31,23% § Iklim Peningkatan Jumlah 31,23% §
Penanaman Modal Investor c Penanaman Investor c
§ Modal §
i Penetapan
8 Pemberian
Penetapan Pemberian 2 Fasilitas/Insenti ik
Fasilitas/insentif Jumlah draft S f dibidang Jumilah draft B
dibidang Penanaman kebijakan dan 2 draft § Penanaman kebijakan dan 2 draft §
Modal yang Menjadi evaluasi pemberian Modal yang evaluasi pemberian £
Kewenangan Daerah fasilitas Menjadi fasilitas 8
Kabupaten/Kota Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
> Penetapan >
P . ; o Kebijakan ; =
enetapan Kebijakan Dinas Jumlah Peraturan =] Baarals Dinas Jumlah Peraturan =1
Daerah Mengenai Penana | Daerah/Provinsi g Mengenai Penana | Daerah/Provinsi g
Pemberian man dalam Pemberian S . man dalam Pemberian S
22 | Fasilitas/insentif dan Modal | Fasilitas/ Insentif dan | | dokumen S P engf | Modal | Fasilitas/ Insentif dan | ! dokumen =
Kemudahan dan Kemudahan d::ll(efm?:::an dan Kemudahan
Penanaman Modal PTSP Penanaman Modal P PTSP Penanaman Modal
enanaman
Modal
i Evaluasi : il
Evaluasi Pelaksanaan Elenna:na Jumlah Kegiatan § Pelaksanaan g;nna:na Jumlah Kegiatan g
Pemberian Fasilitas/ et Usaha dari Pelaku S keciatan =] Pemberian o Usaha dari Pelaku 4 koolatss S
23 | Insentif dan Modal | Usahayang ozt o Fasilitas/ Insentif | #4% | Usaha yang o P
Kemudahan ey Memperolah Insentif s dan Kemudahan dani Memperolah Insentif 8
Penanaman Modal PTSP dan Kemudahan Penanaman PTSP dan Kemudahan
Modal
5 Pembuatan >
Jumlah draft 8 | Jumiah draft =3
sy kebijakan dan 2 draft/ g o kebijakan dan 2 drafy g
Kabu evaluasi pemberian kajian o evaluasi pemberian kajian e
paten/ Kota fasili Kabupaten/ i
ilitas § Kota fasilitas §

| Rewans Revja Dinas Penanaman Wodal & PTSP Takun 2024 _



Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Target Pagu Program/
’: Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Jaﬁ;; ’é‘;z:t?;; ';
: Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan ¢
() @ @) C (5) ® @ ® ®) (10) (1) (12)
Dinas Jumlah Peraturan o T — Dinas Jumlah Peraturan o
Penyusunan Rencana Penana | Daerah (Perda) g Renyc:za e Penana Daerah (Perda) g
24 Umum Penanaman man Rencana Umum 1 dolastien 2 Panariasian man Rencana Umum T =
Modal Daerah Modal Penanaman Modal o Modal Dasrih Modal Penanaman Modal 8
Kabupaten/ Kota dan Daerah Kabupaten/ 3 Kabunaton) Kota | 009 Daerah Kabupaten/ 3
PTSP | Kota PRI e | prop Kota
Dinas Jumlah Peta Potensi " Dinas Jumlah Peta Potensi »
Penyediaan Peta Penana | Investasi dan Peluang = Penyediaan Peta | Penana | Investasi dan Peluang S
25 | Potensi dan Peluang ma: | Esta it B 1 dokumen § Pote den i Es:: i Fabop e 1 dokumen §
Usaha Kabupaten/ Kota oda ota o Peluang Usaha Modal ota S
dan o Kabupaten/ Kota | dan =4
PTSP = PTSP =
Pertumbuha E i, i Pertumbuha -
. ertum! n P : 'ertum n
:::gmm;' :‘;r:-rmi Penanaman 3,93% E :m:m“ Promosi Penanaman 3,93% 5
al g Modal Modal §
o
Penyelenggaraa »
§ n Promosi 8
Penyelenggaraan > Penanaman s
Promosi Penanaman Jumlah jenis N Modal yang Jumiah jenis N
Modal yang Menjadi promosi penanaman 2 jenis § Menjadi promosi penanaman 2 jenis g
Kewenangan Daerah modal Kewenangan modal
Kabupaten/ Kota Daerah
Kabupaten/
Kota
Dinas Jumlah Peraturan @ Dinas Jumlah Peraturan @
: Penana | Daerah yang : Penyusunan Penana | Daerah yang b
26 Fp’f:n";z?gg:r; arzleagr'\ man Mengatur Promosi 1 dolairen E Strategi Promosi | man Mengatur Promosi T ﬁ
Modal Modal Penanaman Modal 'g Penanaman Modal Penanaman Modal 8
dan Kewenangan o Modal dan Kewenangan =]
PTSP Kabupaten/ Kota PTSP Kabupaten/ Kota
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Target Pagu Program/
" Kegiatan/ Sub Lokasi | Indikator Kinerja | Capaian | Indikatif | Kegiatan/Sub | Lokasi | Indikator Kinerja Toget: | Helutuban
o. i Capaian Dana (Rp.)
Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan s
(1 (2) (3) 4) (5) (6) Y] (8) 9) (10) (11 (12)
Dinas » Pelaksanaan Dinas I
Pelaksanaan Kegiatan | Penana | Jumiah Dokumen 5 Kegiatan Penana Jumiah Dokumen T
g
Promosi Penanaman man Fasl Kggaalan 2 Promosi man Hasll Kegintan =]
27 Modal Daerah Modal Promosi Penanaman 4 dokumen S STy Modal Promosi Penanaman | 4 dokumen 2
Kabupaten/ Kota Pl E:tt;al Kabupaten/ g Modal Dasrati T Modal ﬁa:ﬂupatenl 2
PTSP = Kabupaten/ Kota | PTSP . -
= Program =
Program Pelayanan Persentase 75% 2 Pelayanan Persentase 75% S
Penanaman Modal Penyelesaian ljin g Penanaman Penyelesaian ljin 8
Modal S
3
Pelayanan
Perizinan dan
: Nonperizinan
Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan = ::f:::i::lmdu 5
gmr;mu o Jumiah pelayanan so83 g gibida"g Jumiah pelayanan s 2
Penanaman Modal o pelayanan 2 M:':';m" T Py pelayanan =
yang Menjadi o Menja d‘;"‘g °
Kewenangan Daerah 3 K 8
Kabupaten/ Kota s oag e
Kabupaten/
Kota
Penyediaan
Jumlah Pelaku Usaha Pelayanan Jumlah Pelaku Usaha
Penyediaan Pelayanan o yang Mendapatkan Terpadu Dinas yang Mendapatkan
Terpadu Perizinan dan Panans Pelayanan Terpadu 8 Perizinan dan Pasises Pelayanan Terpadu s
Nonperizinan Berbasis it Perizinan dan Non 1515 4 Nonperizinan — Perizinan dan Non 1515 =
28 | Sistem Pelayanan Modal Perizinan Berbasis pelaku S Berbasis Sistem Modal Perizinan Berbasis pelaku [
Perizinan Berusaha den Sistem Pelayanan usaha ¢ Pelayanan i Sistem Pelayanan usaha o
Terintegrasi secara PTSP Perizinan Berusaha § Perizinan PTSP Perizinan Berusaha b=
Elektronik Terintegrasi Secara Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Terintegrasi Elektronik

secara Elektronik
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Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Ponting
Program/ Target Pagu Program/
" Kegiatan/ Sub Lokasi | Indikator Kineja | Capaian | Indikatif | Kegiatan/Sub | Lokasi | Indikator Kinerja B b
b Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan apaian ana (Rp.)
(1) (2) (3) 4 (5) (6) ) ) 9) (10) (11) (12)
Jumlah Kegiatan xg Jumlah Kegiatan i
Usaha dari Pelaku 3 Usaha dari Pelaku =4
P — Dinas Usaha yang 3 E:m::bahuaa: Dinas Usaha yang §
Exara 2 Penana | Mendapatkan o . Penana Mendapatkan =3
Pemenuhan Komitmen 2800 o Komitmen 2800 o
S man Pemantauan ; S Ak man Pemantauan : b=
29 | Perizinan dan kegiatan a Perizinan dan kegiatan =3
= Modal Pemenuhan i s Modal Pemenuhan
Nonperizinan d Komit Perizin usaha Nonperizinan prt Komitmen Pesizi usaha
Penanaman Modal s A ;. Penanaman TNV T GHARAE
PTSP Berusaha dan Non PTSP Berusaha dan Non
b Modal ik
Perizinan Penanaman Perizinan Penanaman
Modal Modal
= Penyediaan =i
Jumlah Orang yang e Layanan Jumiah Orang yang o
Penyediaan Layanan Dinas Memperoleh =3 Konsultasi dan Dinas Memperoleh §
Konsultasi dan Pansai Laysanan Konsultasi P Pengelolaan Penaii Laysanan Konsultasi P
Pengelolaan a0 dan Terkelolanya s Pengaduan meh dan Terkelolanya 8
30 | Pengaduan Masyarakat | w1 Pengaduan 25 orang Masyarakat Modal Pengaduan 25 orang
terhadap Pelayanan Ak Masyarakat Terhadap terhadap dan Masyarakat Terhadap
terpadu Perizinan dan PTSP Pelayanan Terpadu Pelayanan PTSP Pelayanan Terpadu
Nonperizinan Perizinan dan Non terpadu Perizinan dan Non
Perizinan Perizinan dan Perizinan
Nonperizinan
Jumlah Kegiatan s 0. =
1 o
Dinas E::.:‘:::: gPeIaku = Koordinasi dan Dinas é
Kpouin:asn c_lan Penana | pioiovukan Koordinasi 40 _g Sinkronisasi Penana 40 8
11 Sinkronisasi Penetapan | man dan Sinkronisasi kegiatan o Penetapan man keadita =
Pemberian Fasilitas/ Modal e oty oSt 85 3 Pemberian Modal egl s S
Insentif Daerah dan P Fasilitas/ Insentif | dan nusaha
prep | Demaein Daerah PTSP
Fasilitas/Intensif
Daerah
B Program &
:rogrm; i Persentase § Pengendalian Persentase =
P:;w a:‘ Kepatuhan 30% R Pelaksanaan Kepatuhan 30% N
AT Perusahaan : Penanaman Perusahaan p
Penanaman Modal § Modal §

B eecdad




Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan ;
Penting
Program/ Target Pagu Program/
E Kegiatan/ Sub Lokasi | Indikator Kinerja Capaian | Indikatif | Kegiatan/Sub | Lokasi | Indikator Kinerja CT:“U.“ 'é“b“t“;“'“
g Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan - el
(1) (2) (3) 4) (5) (6) @) 8) (9) (10) (11) (12)
Pengendalian P
el Jumiah koordinasi 8 | Pelaksanaan Jumiah koordinasi 8
Pabskxanain dan sinkronisasi & Penanaman dan sinkronisasi =
P R TR pomal_rman, = Modal yang pemantuan, =
m"“‘“g Mmmj . pembinaan dan 152 kali § Menjadi pembinaan dan 152 kali g
Kewenangan Derah pengawasan Kewenangan pengawasan
Kabupaten/ Kota pelaksanaan Derah pelaksanaan
penanaman modal Kabupaten/ penanaman modal
Kota
Jumlah kegiatan i Jumlah kegiatan &
Kbl dii Dinas usaha dari pelaku 2 Koordinasi dan Dinas usaha dari pelaku g
Sinkeariansi Penana | usahayang o 25 e Sinkronisasi Penana | usahayang 25 2
5 | Pessinusn man melakukan koordinasi kechila o Pemantauan man melakukan koordinasi Kotk P
Modal dan sinkronisasi i) b3 Pelaksanaan Modal dan sinkronisasi egata 2
Pelaksanaan usaha = n usaha =
Pirarcaian:-Modal dan pemantauan Penanaman dan pemantauan
PTSP pelaksanaan Modal PTSP pelaksanaan
penanaman modal penanaman modal
Dinas Jumlah pelaku w Koordinasi dan Dinas Jumlah pelaku w
Koordinasi dan Penana | usaha yang 3 Sinkronisasi Penana | usaha yang 2
33 Sinkronisasi Pembinaan | man mendapatkan 450 pelaku e Pembinaan man mendapatkan 450 pelaku 'g
Pelaksanaan Modal pembinaan usaha w Pelaksanaan Modal pembinaan usaha w
Penanaman Modal dan pelaksanaan 3 Penanaman dan pelaksanaan =
PTSP penanaman modal 5 Modal PTSP penanaman modal 2
Koot dan Dinas Jumlah kggiatan - Kgordingsi t_ian Dinas Jumlah kr;giatan -
hienscsct Penana usana dari pelaku 125 ; gmkronlsam Penana usa:a dari pelaku 125 =
man usaha yang 3 engawasan man usaha yang : S
- gg;iig:::g Modal melakukan koorpinasi kﬁgﬁgn § Pelaksanaan Modal melakukan koordinasi : ?g:a §
Penanaman Modal dan dan sinkronisasi S Penanaman dan dan sinkronisasi S
PTSP pengawasan Modal PTSP pengawasan
Program
Program Pengelolaan Tingkat g S o Tingkat 3
Data dan Sistem Kematangan 4 § Sistoma" Kematangan s §
Informasi Penanaman Layanan p kifo : Layanan p
Modal Penanaman Modal § I;Ien:r::::an Penanaman Modal §
Modal

' Bencana Rerja Dinae Penanaman WModal & DTSP Takun 2024 —




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Target Pagu Program/
E Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ_et Kebutuhan
; Kegiatan 2024 (Rp.) Kegiatan ApASRTE ) DA T
(1) (2) 3) (4) (5) (6) Q)] (8) (9) (10) (11) (12)
Pengelolaan
Data dan
Pengelolaan Data dan i Informasi
ey Jumia jonis B e Jumia enis :
yang Terintegrasi pengelolaan data 3 jenis o pengelolaan data 3 jenis S
dan informasi yang dan informasi
pada Tingkat 8 Terintegrasi 8
Kabupaten/ Kota pada Tingkat
Kabupaten/
Kota
Pengolahan,
Penyajian dan
Pengolahan, Penyajian Jumlah data dan Pemanfaatan Jumilah data dan
; : informasi perizinan Data dan . informasi perizinan
dan Pemanfagtan_pata Dinas dan non perizinan 2 dokymep 3] Informasi Dinas dan non perizinan 2 dokfimep o
dan Inlormag{ Perizinan | Penana 7 (realisasi =} Parinian do Penana b sletci (realisasi =3
34 dan Noppep b thh pelayanan perizinan invg§lasi § Nonperizinan g pelayanan perizinan invgs?tasi g
Berbasis Sistem Modal | | orusaha terintegrasi | Pefizinan =) Berbasis Sistem | 098l | borusaha terintegrasi | Pefizinan g
Pelayanan Pe.nzlnan < dan secara elektronik dan non 8 Pelayanan dan secara elektronik G0 1900 s
Berusaha Terintegrasi PTSP = perizinan) o PTSP ke perizinan)
sacers Blekironik yang diolah, dikaji dan Perizinan yang diolah, dikaji dan
dimanfaatkan Berusaha dimanfaatkan
Terintegrasi
secara Elektronik
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2.5

No

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah;

3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang
langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Table 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/

(2)
Urusan Pemerintahan Wajib yang =

tidak Berkaitan dengan
" Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang -
Penanaman Modal
Program Penunjang urusan Persentase 95% -
Pemerintahan Daerah ketercapaian
X sasaran kegiatan
Perencanaan, Penganggaran,dan Jumiah jenis 3 jenis -
Evaluasi Kinerja Perangkat dokumen dokumen
Daerah perencanaan dan
- pelaporan
Penyusunan Dokumen Dinas Penanaman  Jumiah dokumen 1 dokumen -
Perencanaan Perangkat Daerah Modal dan PTSP Perencanaan
; Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dinas Penanaman  Jumiah Laporan 2 laporan : -
Laporan Capaian Kinerja dan Modal dan PTSP Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
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Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

| Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

| Dukungan pelaksanaan Sistem PBE
pada SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Ak 7757 ¢

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Kinerja SKPD

Jumilah
administrasi
keuangan
perangkat daerah
yang disediakan
Jumlah orang yang
menerima gaji dan
tunjangan ASN
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulan/
Semesteran SKPD
Jumlah
administrasi
kepagawaian
perangkat daerah
Jumiah pegawai
berdasarkan tugas
dan fungsi yang
mengikuti Pendidikan
dan pelatihan
Jumiah
administrasi umum
perangkat daerah
Jumlah paket
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
yang disediakan
Jumiah paket
peralatan dan
perlengkapan kantor
yang disediakan
Jumlah paket bahan
logistic kantor yang
disediakan

Jumiah paket barang
cetakan dan
penggandaan yang
disediakan

Jumiah dokumen
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang
disediakan

Jumiah laporan
penyelenggaraan
rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
PBE pada SKPD
Jumiah jasa
penunjang urusan
pemerintah daerah
Jumilah laporan
penyediaan jasa
surat menyurat
Jumiah laporan
penyediaan jasa
surat menyurat
Jumiah laporan
penyediaan jasa

2 dokumen

53
orang/bulan

12 laporan

1 paket

83 orang

6 sub
kegiatan

1 paket

10 paket

3 paket

2 paket

5 dokumen

65 laporan

1 dokumen

3 jasa

12 laporan

12 laporan

12 laporan



Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

! Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Penetapan Pemberian

Fasilitas/Insentif dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi

2 Penetapan Kebijakan Daerah

Mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/ Kota

Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/ Kota

| Penyediaan Peta Potensi dan
Peluang Usaha Kabupaten/ Kota

Program Promosi Penanaman
Modal

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

pelayanan umum
kantor yang
disediakan
Jumiah jenis
pemeliharaan

barang milik daerah

Jumlah kendaraan
perorangan dinas
atau kendaraan
dinas jabatan yang
dipelihara dan

dibayarkan pajaknya

Jumlah kendaraan
dinas operasional
atau lapangan yang
dipelihara dan

dibayarkan pajak dan

perizinanya
Jumlah mebel yang
dipelihara

Jumlah peralatan
dan mesin lainnya
yang dipelihara

Jumlah sarana dan
prasarana Gedung
kantor atau
bangunan lainnya
yang dipelihara/
direhabilitasi
Jumlah sarana dan
prasarana
pendukung Gedung
kantor atau
bangunan lainnya
yang dipelihara/
direhabilitasi
Persentase
Peningkatan
Jumiah Investor
Jumlah draft
kebijakan dan

evaluasi pemberian

fasilitas

Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi
dalam Pemberian

Fasilitas/ Insentif dan

Kemudahan
Penanaman Modal
Jumilah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang

Memperolah Insentif

dan Kemudahan
Jumlah RUPM dan
peta potensi
peluang usaha
yang disusun
Jumiah Peraturan
Daerah (Perda)
Rencana Umum
Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/
Kota

Jumiah Peta Potensi

Investasi dan
Peluang Usaha
Kabupaten/ Kota
Pertumbuhan
Promosi
Penanaman Modal

6 jenis

1 unit

13 unit

5 unit

6 unit

13 unit

3 unit

31,23%

2 draft

1 dokumen

2 kegiatan
usaha

2 draft/

kajian

1 dokumen

1 dokumen

3,93%
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Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota

Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal

Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/ Kota

" Program Pelayanan Penanaman

Modal

Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Secara Terpadu
Satu Pintu Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan
Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

| Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal

Penyediaan Layanan Konsultasi
dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan
terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penetapan Pemberian Fasilitas/
Insentif Daerah

Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Derah Kabupaten/
Kota

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Jumilah jenis
promosi
penanaman modal

Jumiah Peraturan
Daerah yang
Mengatur Promosi
Penanaman Modal
Kewenangan
Kabupaten/ Kota
Jumiah Dokumen
Hasil Kegiatan
Promosi Penanaman
Modal Kabupaten/
Kota

Persentase
Penyelesaian ljin
Jumlah pelayanan

Jumlah Pelaku
Usaha yang
Mendapatkan
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

Jumiah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Mendapatkan
Pemantauan
Pemenuhan
Komitmen Perizinan
Berusaha dan Non
Perizinan
Penanaman Modal
Jumlah Orang yang
Memperoleh
Laysanan Konsultasi
dan Terkelolanya
Pengaduan
Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan
Jumiah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
usaha yang
Melakukan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Intensif
Daerah
Persentase
Kepatuhan
Perusahaan
Jumlah koordinasi
dan sinkronisasi
pemantuan,
pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal

2 jenis

1 dokumen

4 dokumen

75%

5083
pelayanan

1515 pelaku
usaha

2800
kegiatan
usaha

25 orang

40 kegiatan
usaha

30%

152 kali



Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan
- Penanaman Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Penanaman
Modal

Pengelolaan Data dan Informasi

Perizinan dan Nonperizinan yang

Terintegrasi pada Tingkat
Kabupaten/ Kota

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Nonperizinan
Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elekironik

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Melakukan
Koordinasui dan
Sinkronisasi
Pemantauan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Jumiah Pelaku
Usaha yang
Mendapatkan
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Melakukan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Tingkat
Kematangan
Layanan
Penanaman Modal
Jumiah jenis
pengelolaan data
dan informasi

Jumlah Data dan
Informasi Perizinan
dan Non Perizinan
Berbasis Sistem

Pelayanan Perizinan

Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan

25 kegiatan
usaha

450 pelaku
usaha

125 kegiatan
usaha

3 jenis

2 dokumen



3.1.

BAB Il

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724)
Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4737)

Peraturan Presiden Nomor
27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman
Modal.

Kewenangan
pemrosesan izin
sebagian masih

berada pada instansi
— instansi teknis

Undang — Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal Penyelenggaraan
(Lembaran Negara Republik | penanaman  modal
Indonesia Tahun 2007 yang ruang
Nomor 67, Tambahan lingkupnya berada
Lembaran Negara Republik | dalam satu
Indonesia Nomor 4724) kabupaten/kota
Undang-Undang Nomor 5 menjadi
2 Kewenangan penerbitan izin Tahun 1984 tentang urusan  pemerintah
investasi diatas >10 milyar Perindustrian (Lembaran kabupate/kota.
Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3274
Peraturan Menteri
Perindustrian Republik
Indonesia Nomor : 41/M-
| IND/PER//2008 -
. Peraturan Presiden Nomor Penerapan 0ss
- 91 Tahun 2017 tentang belum resmi
3 5::’?;‘;2?:5" OSS (One Single Percepatan Pelaksanaan diterapkan di daerah
Berusaha namun SPIPSE
. 2. Peraturan Pemerintah | sebagai sistem
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3.2

1. Peraturan Kepala BKPM

" Nomor 24 Tahun 2018

tentangPelayanan perizinan
BerusahaTerintegrasi
Secara Elektronik

Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis
Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik
Indonesia Tahun 2015-2019

. Peraturan Kepala BKPM

Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pencabutan Perka

pelayanan perizionan

investasi sebagai
sistem yang
diterapkan
sebelumnya, telah
_| dihentikan
| Regulasi yang

menjadi acuan dalam
dokumen-dokumen
sebagaimana
ditetapkan dalam
perencanaan
didaerah perlu untuk
disesuaikan dengan
kondisi saat ini

4 Regulasi dan kebijakan yang out BKPM Nomor 14 Tahun

of date 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi
dan Kabupaten/Kota, dan
Perka BKPM Nomor 10
Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi
Kabupaten/Kota

Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Merujuk pada Permendagri No.86 Tahun 2017 dijelaskan
bahwa, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan
Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan
Sasaran ini harus memberikan kontribusi untuk mendukung visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah menetapkan visi pembangunan yang
sekaligus menjadi visi pemerintah kabupaten pada periode 2021-2026
yaitu “Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera,
Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”.
Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan
periode 2021-2026, yaitu:
(1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel
serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
(2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan
Desa dan Menata kota
(3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor
dan antar wilayah
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(4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat
dan Berakhlakul Karimah
(5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan
kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Gresik.
Sesuai Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah (PD)
yang ikut bertanggung jawab dalam mendukung misi ketiga Kepala Daerah
Kabupaten Gresik yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi yang
seimbang antar sektor dan antar wilayah”. Untuk mewujudkan hal
tersebut, ditetapkan tujuan dari misi ketiga RPJMD 2021-2026 dimana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada di
dalamnya yaitu “Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru
yang inklusif’.Sementara sasaran pembangunan Kabupaten Gresik 2021-
2026 yang menjadi tanggungg jawab DPMPTSP Kabupaten Gresik adalah
sasaran ke-enam, yaitu “Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor
Antar Wilayah”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Gresik menetapkan tujuan dan sasaran.
Tujuan DPMPTSP Kabupaten Gresik yang akan dicapai adalah
sebagai berikut : “Menciptakan iklim investasi yang kondusif”
Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas maka ditetapkan dua
sasaran strategis yaitu :
1. Meningkatnya angka investasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator
sasaran sebagai berikut:
1. Pertumbuhan realisasi investasi
2. Nilai survey kepuasan masyarakat
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Untuk memperoleh gambaran hubungan antara keduanya,tujuan
dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik dapat dilihat di Tabel 4.1

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran

Sasaran Tujuan/ Target Kinerja

Sasaran 2023 2024

Meningkatnya Pertumbuhan

angka realisasi 2.98% 2.89% 5.00% 46.54% 45.00% 44.02%
Menciptakan investasi investasi
iklim investasi :
ang kondusif Meningkatnya SANGAT SANGAT SANGAT SANGAT SANGAT SANGAT
) o
TS kualitas Nilai survey BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
Pelayanan RAPLABHD (91.095) | (88.31) (88.5) (88.31) (88.31) (88.31)
sy masyarakat
Perizinan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas,

selanjutnya adalah dirumuskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun
mendatang. Strategi dan kebijakan ini merupakan strategi dan kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten |
Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras
dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas

dalam RPJMD.

3.3. Program dan Kegiatan
Penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik Tahun 2024 telah mempertimbangkan beberapa faktor
antara lain :
1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :
Visi . Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera,
Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul

Karimah
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Misi ke 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar
sektor dan antar wilayah;

2.  Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu :

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

- Kewenangan penerbitan izin investasi

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tahun 2022 terdapat 6
program dan 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan total pagu indikatif
sebesar Rp. 13.448.452.000,-
Berikut ini tabel rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2024 serta ringkasan prioritas permasalahan penanaman modal
dan perizinan tahun 2024 dan program/kegiatan utama untuk
menyelesaikannya.
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Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Table 2.7 (T-C.33)

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakir:;z::ljzl.lo?:n .
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Km_eqa Program/ Target - s Cata?an Target e
Program Daerah dan Program Kegiatan < A Sumber | Penting A
I Kagietens Suls Kscletan Lokasi Capaian Dana/Pagu data Capaian Dana/Pagu
e " Kinerja indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) @) (8) 9 (10)
Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak Berkaitan dengan 13.448.452.000 13.448.452.000
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang 13.448.452.000 13.448.452.000
Penanaman Modal
Program Penunjang urusan Persentase ketercapaian 95% 10.530.909.000 95% 10.530.909.000
Pemerintahan Daerah sasaran kegiatan
Perencanaan, Jumilah jenis dokumen S Sarsin 3 ienis
Penganggaran,dan Evaluasi perencanaan dan doI::n 125.000.000 doI: i 125.000.000
Kinerja Perangkat Daerah pelaporan men
1 =
Dinas
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen Penanaman 50.000.000 | APBD - 50.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Modal dan 1 dokumen 1 dokumen
Daerah
PTSP
2 Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dinas
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan Laporan Blangst "
Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Penyusunan Modal ?11:: 2 laporan 75.000.000 | APBD & 2 laporan 75.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan
A Sl g PTSP
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah administrasi
Administrasi Keuangan keuangan perangkat 7.524.621.499 7.524.621.499
Perangkat Daerah daerah yang disediakan 2 dokumen 2 dokumen
3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah orang yang Dinas 53 7.509.621.499 | APBD - 53 7.509.621.499
ASN menerima gaji dan tunjangan | Penanaman orang/bulan orang/bulan
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ASN Modal dan
PTSP
4 Jumlah Laporan Keuangan
. Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan Dinas
Laporan Keuangan = Penanaman 15.000.000 | APBD 15.000.000
B A Laporan Koordinasi 12 laporan 12 laporan
ulanan/Triwulanan/Semesteran Peryissunen Laporsn Modal dan
SKPD Lt Pt PTSP
Keuangan Bulanan/ Triwulan/
Semesteran SKPD
s : g Jumlah administrasi
Administrasi Kepegawaian ; 134.334.000 ket 134.334.000
Perangkat Daerah :r;wgawalan perangkat 1 paket 1pa
5 : : Jumlah pegawai berdasarkan | Dinas
Pendidikan dan Pelatihan .
p tugas dan fungsi yang Penanaman 134.334.000 | APBD 134.334.000
Fegawai Berdasarkan Tugas | mengikuti Pendidikan dan Modal dan g B3 arang
SIEEN pelatihan PTSP
Administrasi Umum Jumlah administrasi umum 6 sub 566.726.401 6 sub 566.726.401
Perangkat Daerah _perangkat daerah kegiatan kegiatan
6 .| Jumlah paket komponen Dinas
Penyediaan Komponen Instalasi | i
et instalasi listrik/ penerangan Penanaman 15.210.000 | APBD 15.210.000
klsn:klpenerangan Bangunan bangunan kantor yang Kookl dan 1 paket 1 paket
sl disediakan PTSP
! Penyediaan Peralatan dan J:?;?‘h ﬁ:k:; igml;tag:an E?::naman 10 paket 200.000.000 | APBD 10 paket 200.000.000
Perlengkapan Kantor gise cigka: yang Modal dan
PTSP
8 Dinas
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah paket bahan logistic Penanaman 3 paket 125.000.000 | APBD 3 paket 125.000.000
Kantor kantor yang disediakan Modal dan
PTSP
9 Dinas
. Jumlah paket barang cetakan
Penyediaan Barang Cetakan Penanaman 20.000.000 | APBD 2 pak 20.000.000
dan Penggandaan g?sr;(;;ieal:ggandaan e Modal dan 2 pale o
PTSP
10 Jumlah dokumen bahan Dinas
Penyediaan Bahan Bacaan dan | bacaan dan peraturan Penanaman 4919970 | APBD 5 4.919.970
Peraturan Perundang-undangan | perundang-undangan yang Modal dan ok Rmye
disediakan PTSP
11 Jumilah laporan Dinas
Penyelenggaraan Rapat
: ; penyelenggaraan rapat Penanaman 122.640.431 | APBD 122.640.431
g;c:’rgnasl dan Konsultasi koordinas! an konsiling Modal dan 65 laporan 65 laporan
SKPD PTSP
12 Dinas
£ ki
Dukungan pelaksanaan Sistem ;";ﬂ::ag:ax"s‘g:e?:gggan Penanaman {dilaitnen 78.956.000 | APBD 1 dokumen 78.956.000
PBE pada SKPD ada SKPD Modal dan
P PTSP

e




Penyediaan Jasa Penunjang

Jumlah jasa penunjang

1.371.906.000

Urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah 3jasa i A jasa
13 Dinas
Penyediaan Jasa Surat Jumlah | edia
Moyt jusasurat momyurat | Modal dan” | 12/aporan 493,000 | APBD 2 1aporsn s
PTSP
14 Dinas
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah | i
Sumber Daya A dan Listrk | jasa surat menyurat, | Modar dan | 12laporan |  386.184.000 | APBD T2hporan | 390184000
PTSP
15 - Dinas
. Jumlah laporan penyediaan
Sﬁ':;d,?anr; c;lrasa Patayanan jasa p;iay:nan umum kantor npnzr;::‘?;::" 12 laporan 981.186.000 | APBD 12 laporan 981.186.000
yang disediakan
PTSP
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah jenis r—
i peme i 808.321.100 iani 321.
Pemeimanan oo~ parang milk dacah A fe wainill W
18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, ;:;2';2;::1;:;22[3“ Dinas
Kendaro Perorangon Do | Kendaroan g abatan | FSTIETON |y | 42155600 | APED
5 yang dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya PTSP
17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, i::f:; :: ;d;r::;; s;nna;an Dinas
Biaya Pemelih , Paj hebde
Vo | tawm | s2s22000 | APeD Su | s2622000
r ibayarkan pajak dan
Operasional atau Lapangan ' perizinanya PTSP
18 Dinas
Pemeliharaan Mebel j:lpfg:;:rﬂsebel yang hpnzf;fll?";:ﬂ 5 unit 13.100.000 | APBD 5 unit 13.100.000
PTSP
19 . Dinas
emeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin Penanaman ’ 58.300 .
Mesin Lainnya lainnya yang dipelihara Modal  dan 6 unit s i G 58.300.000
PTSP
20 Pemeliharaan/Rehabilitasi J‘:mI:h sar;nz dan Kant Elnas
Sarana dan Prasarana Gedung PEETE I DR A eeoiorido 13 unit 550.692.500 | APBD 13 unit 550.692.500
Kantor atau Bangunan Lainnya atau bangunan lainnya yang Modal dan
dipelihara/ direhabilitasi PTSP
21 Pemeliharaan/ Rehabilitasi ;?;:Ergna saran:en dukgzg Dinas
Sarana dan Prasarana Penanaman , .
Pendukung Gedung Kantor atau Gedung ka.ntor s Modal dan Sunit i SHnit RLATEAE
Bangunan Lainnya b_angunan lainnya yang PTSP
o dipelihara/ direhabilitasi
Program Pengembangan Iklim | Persentase Peningkatan 31,23% 540.000.000 31,23% 540.000.000

Penanaman Modal

Jumlah Investor
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Penetapan Pemberian B
Fasilitas/Insentif dibidang Jumilah draft kebijakan dan
Penanaman Modal yang evaluasi pemberian 2 draft 120.000.000 2 draft 120.000.000
Menjadi Kewenangan Daerah fasilitas
Kabupaten/Kota
22 Penetapan Kebijakan Daerah Jumiah Pera_tur:jm Dinas
Mengenai Pemberian Daeral/Provinel dalam Penanaman
19 < Pemberian Fasilitas/ Insentif 1 dokumen 60.000.000 | APBD 1 dokumen 60.000.000
Fasilitas/Insentif dan dhins Eenenaiiintings Eonsn s Modal dan
Kemudahan Penanaman Modal Modal A PTSP
23 ; Jumlah Kegiatan Usaha dari Dinas
Evaluasi Pelaksanaan . ;
Pemberian Fasilitas/ Insentif dan ;emkl;:'::::: ?ngl:‘%f Han zeréat;:lm:n 2 kegl: an 60.000.000 APBD = keglr? fan 60.000.000
Kemudahan Penanaman Modal g g on B sl
Kemudahan PTSP
Pembuatan Peta Potensi Juml :f:i I;:::':al? sma 2 draft/ 420.000.000 2 draft/ 420.000.000
Investasi Kabupaten/ Kota yang disusun kajian kajian
24 Jumiah Peraturan Daerah Dinas
Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah gPerda) Rench:n: l]}rgum h Penanaman 1 dokumen 50.000.000 APBD 1 dokumen 50.000.000
Kabupaten/ Kota enanaman Modal Daera Modal dan
Kabupaten/ Kota PTSP
25 - £ : Dinas
Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah Peta Potensi Panavistnan
Peluang Usaha Kabupaten/ Investasi dan Peluang Usaha Me d ?3 1 dokumen 370.000.000 | APBD 1 dokumen 370.000.000
Kota Kabupaten/ Kota P'I?Sg =
Program Promosi Penanaman | Pertumbuhan Promosi 3,93% 630.422.000 3,93% 630.422.000
Modal Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Jumlah jenis promosi 2 jenis 630.422.000 2 jenis 630.422.000
Menjadi Kewenangan Daerah penanaman modal
Kabupaten/ Kota
26 Jumlah Peraturan Daerah i
Penyusunan Strategi Promosi yang Mengatur Promoss E:anna:naman
PenZnaman Mo dalg Penanaman Modal Shdiad aer 1 dokumen 55.422.000 | APBD 1 dokumen 55.422.000
Kewenangan Kabupaten/
PTSP
Kota
27 2 : Jumlah Dokumen Hasil Dinas
Pelaksanaan Kegiatan Promosi ; .
Penanaman Modal Daerah Kegiatan Promosi Penanaman 4 dokumen 575.000.000 APBD 4 dokumen 575.000.000
Kabupaten/ Kota Penanaman Modal Modal dan
Kabupaten/ Kota PTSP
Program Pelayanan Persentase Penyelesaian 75% 1.170.000.000 75% 1.170.000.000
Penanaman Modal ljin
Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Secara Terpadu 5083 1.170.000.000 5083 1.170.000.000
Satu Pintu Dibidang Jumish palaysaan pelayanan pelayanan
Penanaman Modal yang




Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
28 Jumlah Pelaku Usaha yang
Penyediaan Pelayanan Terpadu | Mendapatkan Pelayanan Dinas
Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Perizinan dan Non Benaiaingi 1515 1515
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem ocel dan pelaku 300.000.000 | APBD pelaku 300.000.000
Perizinan Berusaha Terintegrasi | Pelayanan Perizinan PTSP usaha usaha
secara Elektronik Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
29 Jumlah Kegiatan Usaha dari
Pemantauan Pemenuhan Pelaku Usaha yang Dinas 2800 2800
Komitmen Perizinan dan Mendapatkan Pemantauan Penanaman A 700.000.000 | APBD keciahe 700.000.000
Nonperizinan Penanaman Pemenuhan Komitmen Modal dan egts:‘ n S
Modal Perizinan Berusaha dan Non | PTSP . usaha
Perizinan Penanaman Modal
30 Jumlah Orang yang
Penyediaan Layanan Konsultasi | Memperoleh Laysanan Dinas
dan Pengelolaan Pengaduan Konsultasi dan Terkelolanya P
Masyarakat terhadap Pelayanan | Pengaduan Masyarakat M?:rclgl‘?ir::n 25 orang 70.000.000 | APBD 25 orang 70.000.000
terpadu Perizinan dan Terhadap Pelayanan PTSP
Nonperizinan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan
3 Jumlah Kegiatan Usaha dari
o . S Pelaku usaha yang Dinas
Koordinasi dan Sinkronisasi Ao 40 40
Penetapan Pemberian Fasilitas/ gﬁlﬁti?::s:(;:g?:: ;: i hpnzréaarllzr::n kegiatan 100.000.000 | APBD kegiatan 100.000.000
Insentif Daerah Pemberian Fasilitas/Intensif PTSP sala umoha
Daerah
Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman :gzes:t:::nl(epamhan 30% 527.121.000 30% 627.121.000
Modal
Pengendalian Pelaksanaan :::_:::z: izz::d;:::\:lnﬁ:n
L
;‘:’:‘?::m':v'::::;z:“gmh pembinaan dan 152 kali 527.121.000 152 kali 527.121.000
Kabupaten/ Kota pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
32 Jumlah Kegiatan Usaha dari APED
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaku Ussha yang Dinas 25 25
Pemantauan Pelaksanaan Naalion Roardomed e sl et kegiatan 39.004.000 dan kegiatan 39.004.000
Banasiaiiain Mol Sinkronisasi Pemantauan Modal dan issha el h
Pelaksanaan Penanaman PTSP DAK MRS
Modal
33 — ) _ Jumlah Pelaku Usahayang | Dinas APBD
;:::g;s:::,d;;::::g::as‘ Mendapatkan Pembinaan Penanaman 450 pelaku 371.043.500 dan 450 pelaku 371.043.500
Parmnamian Modal ;ﬂ::!sanaan Penanaman gﬂ_lr_:ga; dan usaha DAK usaha
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34 . Jumlah Kegiatan Usaha dari | Dinas APBD
Koordinasi Sinkronisasi 125 125
sz;a:;sa:aiagelarl‘(s::;?ns. Peluly Usetin yang TR kegiatan 117.073.500 | dan kegiatan 117.073.500
Benanaatn i Melakukan Koordinasi dan Modal dan Hoohe abates
Sinkronisasi Pengawasan PTSP DAK
Program Pengelolaan Data .
dan Sistem Informasi Ealng:::ﬁr:::;anga: Modal 5 50.000.000 5 50.000.000
Penanaman Modal . i
Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan o
Nonperizinan yang ;:::: n’;"f'::::fie'o'aa" 3 jenis 50.000.000 3jenis 5§0.000.000
Terintegrasi pada Tingkat
Kabupaten/ Kota
» Pengolahan, Penyajian dan *’“’T"t“"‘ Data dan Infor!'n'asu
Perizinan dan Non Perizinan :
Pemanfaatan Data dan o Dinas
Informasi Perizinan dan Ez?;:;snselsw:a::hya nan Penanaman S dolimen 50.000.000 | APBD 2 dokiin 50.000.000
Nonperizinan Berbasis Sistem Torintsrrnsl Secath Modal dan "
Pelayanan Perizinan Berusaha ar ; .. | PTSP
Terintegrasi secara Elektronik Elektronik yang Diolah, Dikaj
dan Dimanfaatkan
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024
sebagaimana tabel berikut :
Table 2.8

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

i
Anggaran |
No Rekening Urus;:glli:rtt;gnranv Lokasi Indikator Target (Dalam Juta Rupiah) i
2024 2025
(1 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase
2.18.01 o it ketercapaian 95% 10.530.908.000 | 10.530.909.000
Pemerintahan ran kegiatan
3 | Daerah o 5 i (o |
Perencanaan, Jumiah jenis
2.18.01.2.01 Pengangggran_,dan dokumen 3 jenis 125.000.000 125.000.000
Evaluasi Kinerja perencanaan dan | dokumen
B SR Perangkat Daerah VRS o Bl e L SRR BRI N R
Dinas
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen
2.18.01.2.01.01 Perencanaan ;?JT:T?;::” Perencanaan doku1men 50.000.000 50.000.000
Perangkat Daerah PTS?’ Perangkat Daerah
e e U et e G S e
Capaian Kinerja
dan lkhtisar
S Realisasi Kinerja
Koordinasi dan Dinas SKPD dan
Penyusunan Laporan Penanaman Laporan Hasil
2.18.01.201.06 | Capaian Kinerja dan PORHILT 2 laporan 75.000.000 75.000.000
e b Modal dan Koordinasi
Ikhtisar Realisasi
Kineria SKPD PTSP Penyusunan
) Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
- o - — KinejaskP0 | | 1l
Jumlah
Administrasi administrasi
2.18.01.2.02 Keuangan Perangkat keuangan d ok:men 7.524.621.499 7.524.621.499
Daerah perangkat daerah
& IS i i i yang disediakan | = | - S
Dinas Jumlah orang 53 |
Penyediaan Gaji dan Penanaman yang menerima 7.509.621.499 7.509.621.499
250.05242.08 Tunjangan ASN Modal dan | gaji dan tunjangan oran?llbula
L | ICR \PTSP_ |{ASN L L
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| Jumlah L Ea_poran

Keuangan
Bulanan/
: Triwulanan/
gg:;?zix:la:a[‘aporan Dinas Semesteran SKPD
2.18.01.2.02.07 | Keuangan v erinall i il 12 laporan 15.000.000 15.000.000
. odal dan Koordinasi
Bulanan/Triwulanan/s PTSP Penyusunan
emesteran SKPD L
aporan
Keuangan
Bulanan/ Triwulan/
I= . ol Semesteran SKPD . ; _ . =
bog Jumiah
Administrasi i £
2.18.01.2.05 Kepegawaian diministrasi 1 paket 134.334.000 134.334.000
Perangkat Daerah kepagawaian
&S S i A perangkat daerah | i e
Jumlah pegawai
Pendidikan dan Dinas berdasarkan tugas
Pelatihan Pegawai Penanaman dan fungsi yan 334, 334,
=R 00 Berdasarkan Tugas Modal dan mengikl.?li v 83 orang. R T
dan Fungsi PTSP Pendidikan dan
i - _| pelatihan N [ e N,
Jumlah
2.18.01.2.06 Administrasi Umum administrasi 6 sub 566.726.401 566.726.401
sl Perangkat Daerah umum perangkat | kegiatan
daerah i
Jumlah paket
Penyediaan Dinas komponen
Komponen Instalasi Penanaman instalasi listrik/
21820801 Listrik/Penerangan Modal dan penerangan et foaikas TREIE
Bangunan Kantor PTSP bangunan kantor
L e | Yang disediakan |

Jumlah paket

. Dinas
Penyediaan Peralatan peralatan dan
2.18.01.2.06.02 | dan Perlengkapan :’ﬂz?:laa??i:n perlengkapan 10 paket 200.000.000 200.000.000
Kantor PTSP = kantor yang
e ke | disemiaka . S S Y
Dinas Jumiah paket
Penyediaan Bahan Penanaman bahan logistic 125.000.000 125.000.000
ARSI Logistik Kantor Modal dan kantor yang = paket
e e e = o ERSP  ldiSedisdant b 8 " e e
; Dinas Jumlah paket
Penyediaan Barang
2.18.01.2.06.05 | Cetakan dan o iy g"’a”g pasipen 2 paket 20.000.000 20.000.000
Penggandaan o o PG
e | PTSP | yangdisediakan | L S
Jumlah dokumen
’ Dinas bahan bacaan dan
Penyediaan Bahan
2.18.01.2.06.06 | Bacaan dan Peraturan ;i';aam:" g ::ﬂ::g::g_ dokusmen 4.919.970 4.919.970
PRy dndaiga PTSP undangan yang
- B ) - disediakan ; - .
- Jumlah laporan
Penyelenggaraan g:annaasnaman penyelenggaraan
2.18.01.2.06.09 | Rapat Koordinasi dan Ml dan rapat koordinasi 65 laporan 122.640.431 122.640.431
Konsultasi SKPD PTSP dan konsultasi
= S S S - . * S o i S
. Jumlah Dokumen
Dukungan Dukungan
2.18.01.2.06.11 pelaksanaan Sistem :;:;aanr::n Pelaksanaan dokt:men 78.956.000 78.956.000
PBE pada SKPD PTSP Sistem PBE pada
N— — SKPD ——
Penyediaan Jasa ‘;::‘hh J::a
2.18.01.2.08 Penunjang Urusan urusan 3jasa 1.371.906.000 1.371.906.000
% z Pemerintahan orintah
te b Lo __| daerah b e
Dinas
: Jumiah laporan
Penyediaan Jasa Penanaman Mt 4.536.000 4.536.000
2.18.01.2.08.01 Surat Menyurat iodal dan sz:;eril::;u j;s;a 12 laporan
PTSP _
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Penyediaan Jasa Elnas Jumlah laporan
2.18.02.2.08.02 | Komunikasi, Sumber Mer;arrzman penyediaan jasa 12 laporan 386.184.000 386.184.000
Daya Air dan Listrik P'? . o surat menyurat
i e IO i B P RSP
. Bilssn Jumlah laporan
Penyediaan Jasa ai— penyediaan jasa
2.18.02.2.08.04 Pelayanan Umum Modal dan pelayanan umum 12 laporan 981.186.000 981.186.000
Kantor PTSP kantor yang
R, L [ 5= _ | disediakan | | . —
;::nzh;mnnumh "“’"",gf"“i‘
2.18.01.2.09 Penunjang Urusan m ;';;’I‘I“" 6 jenis 808.321.100 808.321.100
Pemerintahan d “mg
Daerah S e g
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas perorangan dinas
Pemeliharaan dan P atau kendaraan
2.18.01.2.09.01 | Pajak Kendaraan o da | ‘;m dinas jabatan yang 1 unit 42.195.600 42.195.600
Perorangan Dinas F'TSIa=‘ HR dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas dibayarkan
N— . S b ... A VRS A
Penyediaan Jasa Jumiah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas dinas operasional
Pemeliharaan, Pajak, S — atau lapangan
2.18.01.2.09.02 | dan Perizinan Modal doat yang dipelihara 13 unit 92.922.000 92.922.000
Kendaraan Dinas PTSP dan dibayarkan
Operasional atau pajak dan
. |lapangan | | perizinanya | | o S -
Dinas
i Penanaman Jumlah mebel ; 13.100.000 100.0
2.18.012.09.05 | Pemeliharaan Mebel | | =noHame e doni Prara 5 unit 3.100 13.100.000
B PSP | o
: Dinas
Pemeliharaan Jumlah peralatan
2.18.01.2.09.06 | Peralatan dan Mesin I\Pnzr;?a:'ama:an dan mesin lainnya 6 unit 58.300.000 58.300.000
e[S lbres (weodveken | 0 | 0|
Jumiah sarana
Pemeliharaan/Rehabili D dan prasarana
tasi Sarana dan Penabiiviis Gedung kantor
2.18.01.2.09.10 | Prasarana Gedung Modal dan atau bangunan 13 unit 550.692.500 550.692.500
Kantor atau Bangunan PTSP lainnya yang
Lainnya dipelihara/
- Sep—] L ] (R (|
Jumlah sarana
Pemeliharaan/ dan prasarana
Rehabilitasi Sarana Dinas pendukung
dan Prasarana Penanaman Gedung kantor . 111.000 1.111.
£39.0LE00:41 Pendukung Gedung Modal dan atau bangunan L oia . e
Kantor atau Bangunan | PTSP lainnya yang
Lainnya dipelihara/
N direhabilitasi
Program Persentase
2.18.02 Pengembangan Iklim Peningkatan 31,23% 540.000.000 540.000.000
Penanaman Modal Jumlah Investor
Penetapan
Pemberian Jumiah draft
Fasilitas/Insentif kebijakan dan
2.18.02.2.01 dibidang Penanaman av::‘uasi 2 draft 120.000.000 120.000.000
Modal yang Menjadi pemberian
Kewenangan Daerah fasilitas
s Kabupaten/Kota X i
Penetapan Kebijakan Jumlah Peraturan
Daerah Mengenai Dinas Daerah/Provinsi
2.18.02.2.01.01 Pen_rpen'an . Penanaman dalarp Pemben'gn 1 60.000.000 60.000.000
Fasilitas/Insentif dan Modal dan Fasilitas/ Insentif dokumen
Kemudahan PTSP dan Kemudahan
L | PenanamanModal | | PenanamanModal | | |
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: Jumiah Kegiatan
E::t:ﬂ;egfﬁ?g;an Dinas Usaha dari Pelaku _
218.02.2.01.02 Insentif dan Penanaman Usaha yang 2 kegiatan 60.000.000 60.000.000
Modal dan Memperolah usaha
vk ORI 4T Insentif dan
s . N _‘_’ . o Kemudahan ~
Jumiah RUPM
2.18.02.2.02 Emﬂ;ﬁi AHIY s prtensl | . % drai 420.000.000 420.000.000
Kabupaten/ Kota peluang usaha kgl
X yang disusun S
Jumlah Peraturan
Penyusunan Rencana | Dinas Daerah (Perda)
218.02.2.01 01 Umum Penanaman Penanaman Rencana Umum 1 50.000.000 50.000.000
R = Modal Daerah Modal dan Penanaman Modal | dokumen
Kabupaten/ Kota PTSP Daerah
FEES—— S s | Kabupaten/ Kota _ SSTRRTTUNS, S
Penyediaan Peta Dinas ;":::::i ::::stasi
2.18.02.2.01.02 Potensi dan Peluang Penanaman dan Peluang 1 370.000.000 370.000.000
B Usaha Kabupaten/ Modal dan Usaha Kabupaten/ dokumen
Kota PTSP
| Vil 8 | Kota R || F———
Pertumbuhan
Program Promosi Promosi 422, 630.422.
1089 Penanaman Modal Penanaman i e -
Modal ERen
Penyelenggaraan T
Promosi Penanaman dumish jsnis
2.18.03.2.01 Modal yang Menjadi extgpond i 2 jenis 630.422.000 630.422.000
Kewenangan Daerah m a':
Kabupaten/ Kota T PeeRns s DR T
Jumlah Peraturan
: Dinas Daerah yang
Peciyusnan Strateg) Penanaman Mengatur Promosi 1 55.422.000 55.422 000
2.98.03.2.01.01 ;?dn;fm Penanaman Modal dan Penanaman Modal | dokumen
PTSP Kewenangan
TN S oo = _| Kabupaten/ Kota -
Pelaksanaan Kegiatan | Dinas .:'uar:illaQeD?:;;nen
2.18.03.2.01.02 Promosi Penanaman Penanaman Prom osig 4 575.000.000 575.000.000
e Modal Daerah Modal dan dokumen
Kabupaten/ Kota PTSP Penanaman Modal
(R s, Mg | Kabupaten/Kota | o
2.18.04 Program Pelayanan Persentase 75% 1.170.000.000 |  1.170.000.000
S Penanaman Modal Penyelesaian ljin
Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu 5083
Pintu Dibidang Jumiah 1.170.000.000 1.170.000.000
2.18.04.2.01 Penanaman Modal pelayanan pelaxana
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
TGS Kabupaten/ Kota b e BT =5E5
Jumlah Pelaku
Usaha yang
Penyediaan Mendapatkan
Pelayanan Terpadu Pelayanan
Perizinan dan Dinas Terpadu Perizinan 1515
2.18.04.2.01.01 Nonperizinan Berbasis | Penanaman dan Non Perizinan pelaku 300.000.000 300.000.000
e Sistem Pelayanan Modal dan Berbasis Sistem oo
Perizinan Berusaha PTSP Pelayanan
Terintegrasi secara Perizinan
Elektronik Berusaha
Terintegrasi
M- e | Secara Elektronik
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|| Jumlah Kegiatan | I i
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Pemantauan Dinas Mendapatkan
Pemenuhan Barmsnaes Pemantauan 2800
2.18.04.2.01.02 | Komitmen Perizinan Modal da:n Pemenuhan kegiatan 700.000.000 700.000.000
dan Nonperizinan PTSP Komitmen usaha
Penanaman Modal Perizinan
Berusaha dan Non
Perizinan
| | PO . i ) S ISR (ST R——
Jumlah Orang
Penyediaan Layanan {:rylgahtl‘l::lpemleh
Konsultasi dan .
Pengelolaan Dinas .l::pksel:::la::::n
Pengaduan Penanaman 70.000.000 70.000.000
2.18.04.2.01.03 Masyarakat terhadap Mol dan ;engadukall 25 orang AN
Pelayanan terpadu PTSP Tar:ye:;a i
Perizingn_ dan P‘:Ia:a::n
Nonperizinan Terpadu Perizinan
- SRS [ ___| dan Non Perizinan | T IR
Jumiah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
. usaha yang
Iéiontln‘rrtlr:;sals?an Dinas Melakpkar} 40_
2.18.04.2.01.04 | Penetapan Pemberian | I cnanaman S . kegluta 100.000.000 100.000.000
S b Modal dan Sinkronisasi n
Fasilitas/ Insentif PTSP P
Cacrah enetagan usaha
Pemberian
Fasilitas/Intensif
~ Daerah " R
Program
Persentase
218.05 Pengendalian RS 527.121.000 527.121.000
: Polaksaiaan Kepatuhan 30%
7 Penanaman Modal Pom’f'_'_': e
Jumlah
= koordinasi dan
Pengendalian sinkronisasi
Pelaksanaan pemantuan
2.18.06.2.01 Penanaman Modal pembinaan dan | 152 kali 527.121.000 527.121.000
yang Menjadi pengawasan
Kewenangan Derah pelaksanaan
Kabupaten/ Kota penanaman
Sahei gk 2e modal
Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Koordinasi dan 1 Usaha yang
Sinkronisasi gmasn il Melakukan kfesi i
2.18.052.01.01 | Pemantauan b Koordinasui dan o 39.004.000 39.004.000
Pelaksanaan PTSP Sinkronisasi Gaaha
Penanaman Modal Pemantauan
Pelaksanaan
L . P Penanaman Modal | VLI | SR I CES R
giesie Jumlah Pelaku
g;?:rcgguas?s?an Dinas Usaha yang 450
2.18.052.01.02 | Pembinaan Penanaman | Mendapatkan pelaku 371.043.500 371.043.500
Modal dan Pembinaan
Pelaksanaan PTSP alsiiana usaha
| PenanamanModal | " | PenanamanModal | | |
Jumlah Kegiatan
Koordinasi dan Dinas Usaha dari Pelaku 125
Sinkronisasi Usaha yang %
2.18.05.2.01.03 Pengawasan :lzlziaa??im:n Melakukan kegrllata 117.073.500 117.073.500
Pelaksanaan PTSP " Koordinasi dan ik |
Penanaman Modal Sinkronisasi
o s el s s ooy syl e L RSRORWRSAN L U A R L

et s i



Program i ki
2.18.06 Pengelolen Data Layenan 5 50.000.000 50.000.000
dan Sistem Informasi P i
| Penanaman Modal M" ':;’“' :
Pengelolaan Data
dan Informasi
Perizinan dan Jumlah jenis
2.18.06.2.01 Nonperizinan yang pengelolaan data | 3 jenis 50.000.000 50.000.000
Terintegrasi pada dan informasi
Tingkat Kabupaten/
Kota
Pengolahan, lJl}tmIah pata dan
Penyajian dan Fr: R dan N
e
dan Informasi Dinas i
2.18.06.2.01.01 Perizinan dan Penanaman g;s;;!:‘\a:elayanan 2 50.000.000 50.000.000
T Nonperizinan Berbasis | Modal dan Be dokumen
. rusaha
Sistem Pelayanan PTSP Terintearasi
Perizinan Berusaha s
Teri : Secara Elektronik
erintegrasi secara : Dikaii
Elektronik yaIg pmlah. fxay
dan Dimanfaatkan
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BABV
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman

Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan

rencana kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1.

Sesuai ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Gresik ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024;

Dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik
Tahun 2024 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) di
lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik terikat untuk
menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing
dalam pelaksanaan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT);

Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, akan
dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2024 dan sekaligus sebagai
dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama;
Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh
jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program
pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari
kesepakatan dalam Renja ini.

Gresik,
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

AGUNG ENDRO DWI SETYO UTOMO, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat |
NIP. 19760305 199511 1001
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Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan

MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

J daerah

2 dengan Pelayanan Dasar 13.448.452.000

2,18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 13.448.452.000

2.18.01 |Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah I: ""'I |‘“' oo e i le8% 10.530.909.000

Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Klnadi Jumiah jenis dokumen perencanaan '

s Perangkat Daerah dan pelaporan R | 3’,"" ‘,‘,‘{",7____ - [N lfsw‘ﬂ» R

2.18.01.2,01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah "c"'"'": Salaimen Fersnoncisn Pemngiat loy, pTap 1 dokumen 50.000.000|Dana Alokasi Umum
Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan | i o i !

S . N Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan

218.01.2.01.06 :(mfd"r‘:f‘ wwvus:ngapl-;mn Capsian Kinerja dan |, oran Hasil Koordinasi Penyusunan  |DPM PTSP 2 laporan 75.000.000|Dana Alokasi Umum

Laporan Capaian Kinerja dan |khtisar
o e ealisasi Kineria SKPD e S

Jumiah administrasi keuangan

2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ngkat daersh disediskin 2 dokumen 7.524.621.499)

. Jumlah orang yang menerima gaji

= : dan z
2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jtunjangan AsN DPM PTSP 53 orang/ bulan 7.509.621.499]|Dana Alokasi Umum
~ |Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ S
- Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan g 7

2.18.01.2.02.07 Bulanan/Triwulanan/S SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan |DPM PTSP 12 laporan 15.000.000)Dana Alokasi Umum

Keuangan Bulanan
i /Triwulanan/Semesteran SKPD

2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e 1 paket 134.334.000|

perangkat daerah
- . . Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan
2.18.01.2,05.00 ,'::"":"‘a" dan Pelathan Pegawai Berdasarkan Tugss dan | o/ vang mengikuti pendidikan dan  |DPM PTSP 83 orang 134,334.000|Dana Alokasi Urmum
ng |pelatinan
2.18.01.2.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah HAMRI TS BN NCRg IO 8 sub kegiatan 566.726.401




paket

lJumiah komponen
3 e instalasi
2.18.01.2.06.01 ;:r"‘;“"""l :K°"“°°“°" i LisiriiyPwrmmnonn listrik/penerangan  bangunan kantor |DPM PTSP 1 paket 15.210.000 |Dana Alokasi Umum
yang disediakan
i..lumhh paket peralatan dan 1 o I i
’ periengkapan ;
2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kantor yang disediakan |OPM PTSP 10 paket 200.000.000 |Dana Alokasi Umum
- Jumiah paket bahan logistik kantor
218.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor L8 s |oPM PTSP 3 paket 125.000.000 |Dana Alokasi Umum
Jumlah paket barang cetakan dan s 1 - - o
2.18.01.2.06.05 I oryediem Eurarg Cétilkan dan Penggendian e DPM PTSP 2 paket 20.000.000]Dana Alokasi Umum
yang disediakan
[ o Jumlah dokumen bahan bacaan dan
2.18.01.2.06.06 §Pormdin Bniwc Bucans dons Pershwn Py peraturan perundang-undangan yang  |DPM PTSP 5 dokumen 4.919.970|Dana Alokasi Urnum
undangan .
disediakan e A 1 = ol = o e
Jumlah  Laporan  Penyelenggaraan
- = . Rapat .
2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD eaardicas dan Konetliesi SIFD DPM PTSP |65 laporan 122.640.431|Dana Alokasi Umum
: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 5
2.18.01.2.06.11 Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD Sistern PBE pada SKPD DPM PTSP 1 dokumen 78.956.000|Dana Alokasi Umum
|Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah jasa penunjang urusan = | B N T
2.18.01.2.08 D ' h daerah 3 jasa 1.371.906.000|
e '_'_'"]p_un.L"lah!_m_h_"_" e e
2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat :;ﬁuer:tyu - |DPM PTSP 12 laporan 4.536.000)Dana Alokasi Umum
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |DPM PTSP 12 laporan 386.184.000)Dana Alokasi Umum
__|yang disediaken o
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
.. Pelayanan "
2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor U Miarthor: e csadialmn |DPM PTSP 12 laporan 981.186.000|Dana Alokasi Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah jenis pemeliharaan barang
2.18.ﬂf1.2.09 Patnatirtihan Dastah | milik d i 16 jenis 808.321.100)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau
2.18.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |kendaraan dinas jabatan yang dipelihara IDPM PTSP 1 unit 42.195.600|Dana Alokasi Umum
Jabatan _____ |dandibayarkanpajaknya .




gl

Jumlah kendaraan dinas operasional atau

. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, e : Y
218.01.2.09.02 Han. Pasteinan Ren 11 Dinas Opsrasional bl Lapangan lap_engan yang fijpehhars dan dibayarkan |DPM PTSP 13 unit 92.922.000) Dana Alokasi Umum
I o o pajak dan perizinannya i - o
218.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara |oPm PTSP 15 unit 13.100.000|Dana Alokasi Umum

- N Jumlah peralatan dan mesin lainnya R B B '
2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mimﬂ |DPM PTSP 6 unit 58.300.000Dana Alokasi Umum
i o ) Jumiah sarana dan prasarana gedung | - = ]
2.18.01.2.09.10 L - e cnaniies Sarana dan Prasarena Gednd  lwinnya  yang lopm PTSP 13 jenis 550,692.500|Dana Alokasi Umum

g y dipelihara/ direhabilitasi
- Jumlah sarana dan prasarana -
. P— pendukung gedung kantor atau
2.18.01.2.00.11 'ged"": PREREVES m" ":‘g’:’ msa':'l_a'a ﬁ;" Praserana Pendulangl, o cunen lainnya yeng DPM PTSP 5 jenis 51.111.000 | Dana Alokasi Umum
L g ya dipelihara/direhabilitasi
2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ]l' ST ) S 10,00% 540.000.000|
Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif dibidang '
2.18.02.2.01 Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah  |*“™ah d":;:::;;‘:"‘“ dan wvaiuest 2 draft 120.000.000|
[ Kabupaten/Kota pambarien
Jumlah  peraturan daerah/provinsi
. g o dalam
2.18.02.2.01.01 RSN IAECRI EREON e et Py |pemberian fasilitasfinsentif dan DPM PTSP 1 dokumen 60.000.000}Dana Alokasi Umum
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
kemudahan penanaman modal
——— Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha = g
: . - 7 yang memperoleh insentif dan
2.18.02.2.01.02 el Puiskustosy Pomborion Faslionl i den: Lo ooren banmain DPM PTSP 2 kegiatan ussha 60.000.000|Dana Alokasi Umum
Kemudahan Penanaman Modal :
di daerah
[— S Jumlah RUPM dan peta potensi WS ) - ]
_1'.18.02.2.02 iPombuahn Peta Pomml_lnjre‘s?il !'(.lbupltnnl Koti i S ) ffral'trkajhn moooooo| -
Rencana Umum Penanaman |
2.18.02.2.02.01 i:‘;z::‘;“:,";z DM D Rl M DPM PTSP 1 dokumen 50.000.000| Dana Alokasi Umum
S Kabupaten/Kota - - .
Jumlah Peta Potensi Investasi dan
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/  |Peluang " .
2.18.02.2.02.02 Kota riy Kota DPM PTSP 1 kajian 370.000.000§Dana Alokasi Umum
[p1e08 Program Promosi Penanaman Modal ! b I‘“"'""” VIR P 10% mmoool'-




Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Jumlah jenis promosi penanaman
2.18.03.2.01 Menjadi K an Daerah Kabupaten/ Kota modal 2 jenis 630.422.000|
‘ B Jumlah peraturan daerah yang o o 1
mengatur
2.18.03.2.01.01 WPanyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Promosi  Penanaman  Modal DPM PTSP 1 dokumen 565.422.000|Dana Alokasi Umum
Kewenangan Kabupaten/Kota
o Jumlah dokumen hasil kegiatan B
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah  |promosi 4 dokumen, 1 kali pameran, .
2.18.03.2.01.02 st ! Kota " | Ka n/Kota DPM PTSP % eafl ihlaes miachazoatale 575.000.000|Dana Alokasi Umum
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal : IPm'ltau Penyelesaian ljin 75% 1.170.000.000} ——|
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu
2.18.04.2.01 Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Jumlah pelayanan 4175 pelayanan 1.170.000.000|
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2 - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan o =i
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Jpelayanan terpadu perizinan dan non
2.18.04.2.01.01 Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi |perizinan berbasis sistem pelayanan DPM PTSP 1515 pelaku usaha 300.000.000)Dana Alokasi Umum
secara Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan ; ;
2.18.04.2.01.02 Nonperzien Penenaman Moo komitmen peritine beniselm dis fioh DPM PTSP 2800 kegiatan usaha 700.000.000|Dana Alokasi Umum
perizinan penanaman modal
[ B ~|Jumiah orang yang memperoleh layanan - o
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan :msu's uam?antarﬂhada“ ; my:eh” 'Qmad" .
2.18.04.2.01.03 Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan mp: i P e DPM PTSP 25 orang 70.000.000|Dana Alokasi Umum
Nonperizinan A N
Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha ) - B
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Jyang melakukan koordinasi dan = :
2.18.04.2.01.04 oo Daarsh S koeriomn: aamlen Dricari DPM PTSP 40 kegiatan usaha 100.000.000|Dana Alokasi Umum
B iltas/i 3
J:ﬂ_.ns Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imwm 30% 527.121.000
' Jumiah koordinasi dan sinkronisasi
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang pemantuan, pembinaan dan
A18.08.2.0¢ Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota pengawasan pelaksanaan penanaman 16230 RETIXI o0
) - “|Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha - -
218.05.2.01.01 P' “""m d'“:;’:;‘ﬂk’m"“' v P iznmymaxmam DPM PTSP 25 kegiatan usaha 39,004.000|Dana Alokasi Umum
! e = R __Ipenanaman modal s -



— " — : Jumilah pelaku usaha yang
2.18.05.2.01.02 FERTmSL ool Blokrvos e Femisasan E Siinamn. mendapatkan pembinaan pelaksanaan 450 pelaku usaha 371.043.500|Dana Alokasi Khusus Non
Penanaman Modal e
penanaman modal Fisik
S . 2 = Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha Dana Alokasi Umum,
2.18.05.2.01.03 P'md“"s‘ dan Sinkronisas! Pengiwasen Pelsksanssn | melakukan keordinesi dan |opm PTsP 125 kegiatan usaha 117.073.500|Dana Alokasi Khusus Non
enanaman Modal R 2
sinkronisasi pengawasan Fisik
2.18.06 P Modal I Modal 5 4 MMMI :
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan
2.18.06.2.01 Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat [ gMioteS S i 3 jenis 50.000.000]
Kabupaten/ Kota N
Jumlah data dan informasi perizinan dan 1
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi [non perizinan berbasis sisterm pelayanan 2 dokumen (realisasi
2.18.06.2.01.01 Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara DPM PTSP investasi perizinan dan non 50.000.000}Dana Alokasi Umum
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik elektronik yang diolah, dikaji dan perizinan)
dimanfaatkan




